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ABSTRACT 
This study aims to know the management of the Village Fund Allocation 
(ADD) in achieving good governance (accountability, transparency and 
participation) ranging from planning, implementation and accountability. 
This study uses qualitative descriptive method with case studies, which 
describe the management of the Village Fund Allocation (ADD) in rural 
Ngombakan then compared with the applicable regulations (Permendagri No. 
113/2014), and crosscheck with real phenomenon that occurs in the management 
of the Village Fund Allocation (ADD) in rural Ngombakan 
realize good governance, so that it can be withdrawn conclusion. 
The results of this study indicate that the management of ADD in the 
Ngombakan village outline has been accountable, transparent, 
and participatory. However, technically there are still obstacles. These 
constraints are an obstacle from districts that are late in making the Bupati 
Regulation regarding the regulations on ADD and its management. This has an 
impact on the delay in reporting related to ADD management in Ngombakan 
Village. 
  
Keywords: Village Allocation Fund, Good Governance, Accountability, 
Transparency, Participation. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana 
Desa dalam mewujudkan good governance (akuntabilitas, transparansi dan 
partisipasi) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi 
kasus, yaitu mendiskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa 
Ngombakan kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku (Permendagri 
No. 113 Tahun 2014), dan di crosscheck dengan fenomena riil yang terjadi pada 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Ngombakan dalam mewujudkan 
good governance, sehingga dapat ditarik kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa 
Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. 
Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan 
kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati 
mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada 
keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD  di desa Ngombakan. 
 
Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi, 
Partisipasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Saat ini, pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada 
pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Baik isu 
tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. 
Isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh desa di Indonesia yang 
berjumlah 74.954 desa, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. 
Anggaran yang diberikan pun tidak sedikit, setiap desa akan memperoleh 
anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar Rupiah (DJPK, 2016). 
Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat 
menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini 
berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa 
yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat 
(Darmiasih, 2015). 
Pemberian otonomi yang lebih luas kepada desa ini memiliki dua alasan, 
yaitu yang pertama, karena rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah desa 
dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di desa. Kedua, 
tuntutan  perluasan otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era 
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new game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan manusia di 
masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002). 
Oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan 
yang dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan dana yang 
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber 
dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Bagian dari dana 
perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk 
desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa 
(Warsono, 2014). 
Kebijakan ini, diambil sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. 
Esensi desentralisasi fiskal ini, menitikberatkan pemberian kewenangan bagi 
pemerintah daerah untuk memanfaatkan pendanaan yang dimilikinya sesuai 
kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah (Kurniati, 2016: 19). 
Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mewujudkan pemerintah 
desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran 
mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari Agenda Pembangunan 
Nasional dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk 
mewujudkan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Oktaresa, 2015: 16). 
Banyak yang berpendapat, peluncuran program Dana Desa oleh 
Pemerintah Indonesia memiliki keuntungan dan kerugian. Program Dana Desa 
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merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa 
agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desa-nya 
sendiri, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun kewenangan ini juga 
merupakan sebuah tantangan besar bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola 
Dana Desa dan mempertanggungjawabkannya dengan benar (Bowo, 2015: 12).  
Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) 
sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Dana Desa ini, disalurkan dengan 
perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 
10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka 
kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan 
bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%. Penyaluran 
Dana Desa ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Maret 
sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% (PMK 
49/PMK.07/2016).  
Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya 
harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun 
efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui 
Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok 
pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Meskipun 
masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih 
bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih 
demokratis karena berdasarkan rembug desa yang diikuti oleh berbagai elemen 
warga desa. 
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Besarnya anggaran Dana Desa setiap tahunnya selalu mengalami 
kenaikan. Pada tahun 2015 anggaran Dana Desa mencapai 20,7 Trilliun Rupiah. 
Pada tahun 2016 mencapai angka 47,6 Trilliun Rupiah. Dan pada tahun 2017 
anggaran Dana Desa mencapai 81 Trilliun Rupiah. Hal ini menyebabkan Alokasi 
Dana Desa pada tiap Desa ikut mengalami kenaikan. Bila pada tahun 2015 ADD 
tiap desa menerima sebesar 280 Juta Rupiah, pada tahun 2016 ADD tiap desa 
meningkat menjadi 643 Juta Rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 besaran ADD 
untuk setiap desa mencapai 1.095 Juta Rupiah (DJPK, 2015). 
Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang 
beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya 
menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh 
karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan 
pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai 
ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (Good 
Village Governance) (Oktaresa, 2015: 17). 
Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari 
adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Hal ini menarik untuk diteliti 
karena tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban menimbulkan implikasi 
yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan Dana Desa dan 
terkendalannya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya (Supriadi, 2015). 
Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan 
kepemerintahan. Gencarnya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada 
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pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 
governance), sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. 
Sementara itu, pergeseran paradigma dari government kearah governance yang 
menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar 
governance, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang 
disebut dengan kepemerintahan yang baik (good governance) (Astuti, 2016). 
Banyak studi tentang “governance” dilakukan dengan spektrum cakupan 
yang sangat luas. Governance banyak dikaitkan dengan kebijakan pemerintah 
(Astuti, 2016; Temenggung, 2016), sektor publik (Sukmadilaga, 2015), hukum 
(Rasul, 2009; Dercon, 2007; David, 2013), dan pelayanan publik (Tomuka, 2012; 
Prahono, 2015). Studi-studi tersebut lebih menekankan aspek makro sekaligus 
menunjukkan kelangkaan studi good governance yang bersifat mikro pada 
kekuasaan di tingkat desa, misalnya yang dilakukan oleh Institute of Research and 
Empowerment (Pramusinto, 2011). 
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good 
governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan 
berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta 
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari Good 
Governance adalah Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, 
Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta 
memiliki Visi Stratejik (LAN & BPKP, 2000).  
Dalam pelaksanaannya, Warsono (2014) mengatakan bahwa keterlibatan 
masyarakat (partisipasi) merupakan kendala utama. Kurangnya partisipasi 
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masyarakat dalam memberikan saran tentang program apa yang mendesak untuk 
program kegiatan ADD, mengakibatkan kesalahan dalam prioritas pendanaan. Hal 
itu dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya pemahaman 
masyarakat tentang tujuan ADD dan kurangnya sosialisasi kebijakan ADD 
(Warsono, 2014). 
Tidak jauh berbeda dengan penelitian Sumiati (2015), dimana hasil 
penelitiannya mengatakan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap 
pengelolaan ADD pada desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi 
tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas 
ADD oleh aparat pemerintah desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik. 
Pengorganisasiannya belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing karena faktor kompetensi SDM yang tidak memadai. Begitu pula 
pengawasan yang dilakukan secara periodik oleh Kepala Desa terhadap 
pengelolaan ADD belum maksimal dilaksanakan (Sumiati, 2015). 
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diansari (2015), dimana 
hasil penelitannya menyatakan bahwa dalam proses perencanaan ADD di 13 desa 
di wilayah Kecamatan Kledung telah dilaksanakan secara partisipatif oleh 
masyarakat desa. Kemudian dalam pelaksanaannya telah menerapkan prinsip-
prinsip partisipatif, transparan, dan mencoba menerapkan prinsip akuntabilitas. 
Meski demikian, masih terdapat kendala yang dihadapai yaitu terbatasnya 
kemampuan aparatur pemerintah desa, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan 
desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat (Diansari, 2015). 
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Dilihat dari penelitian terdahulu, banyak desa yang sudah menerapkan 
tahapan-tahapan pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Kebijakan ini pun memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah 
desa maupun masyarakat (Oleh, 2014). Masih banyak pula kendala-kendala yang 
dialami beberapa desa seperti: penerapan fungsi manajemen terhadap pengelolaan 
ADD tidak optimal, kurangnya SDM yang cakap dalam pengelolaan keuangan 
desa, masih banyak regulasi yang belum dapat terimplementasi, penyalurannya 
belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak lagi (Sumiati, 
2015; Astuti, 2016: 12). 
Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi-asumsi yang 
terbangun dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih 
mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan ADD yang dilakukan di seluruh desa di 
Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan 
desa yang lain. Pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan 
oleh beberapa faktor. Dan faktor terpentingnya adalah kesiapan dari Sumber Daya 
Aparatur desa dan juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut 
andil dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini.  
Penelitian ini akan dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Polokarto 
Kabupaten Sukoharjo dengan memfokuskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) melalui beberapa tahapannya yang dimulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Kemudiaan dari ketiga tahapan tersebut 
akan ditelisik lagi mengenai prinsip good governance pada setiap tahapannya. 
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Penelitian ini lebih menekankan pada tiga prinsip penting dari good governance 
yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. 
Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di desa Ngombakan Kecamatan 
Polokarto, karena Polokarto merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah 
terbesar di Kabupaten Sukoharjo yaitu 6.218 ha. Dan luas desa Ngombakan 
seluruhnya adalah 184,5375 Ha, yang terbagi menjadi 14 Dukuh dengan 6 RW 
dan 14 RT, dengan perincian lahan sawah 99,9767 Ha, pemukiman 43,6058 Ha, 
dan lain-lain (peruntukan lahan olahraga, makam, dan tempat ibadah).  
Pemilihan ini juga didasarkan pada studi pendahuluan yang telah 
dilakukan oleh peneliti pada waktu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan 
Agustus hingga September 2016. Dari studi pendahuluan ini, peneliti melihat 
bahwa tingkat ketrampilan aparatur desa dalam menggunakan teknologi informasi 
masih rendah, dan baru pada saat itu pula Kepala Desa Ngombakan mewajibkan 
segala bentuk administrasi harus memakai teknologi, dimana sebelumnya 
dilakukan secara manual.  
Kepala Desa Ngombakan juga menyatakan bahwa hambatan yang 
dihadapi dalam pengelolaan ADD yaitu terkait dengan kedisiplinan perangkat 
desa dalam bekerja. Dalam penyusunan laporan akhir tahun masih sering 
terlambat, dan hal itu menyebabkan mundurnya penerimaan ADD tahun anggaran 
selanjutnya. Selain itu juga, perangkat desa masih terkendala oleh sarana dan 
prasarana administrasi desa yang kurang dan pengerjaan buku wajib yang masih 
sering dikesampingkan. 
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Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, keterbatasan sarana dan 
prasarana, dan mengalami konflik sosial bencana alam seperti banjir juga 
merupakan alasan mengapa peneliti memilih desa Ngombakan sebagai objek 
penelitian. Selain itu, desa Ngombakan merupakan desa yang termasuk dalam 
desa yang tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya Alokasi Dana Desa yang 
diterima oleh desa Ngombakan dari tahun ke tahun yang selalu meningkat. Mulai 
tahun 2015 menerima ADD sebesar Rp 104.745.000, kemudian pada tahun 2016 
menjadi Rp 547.901.000, dan pada tahun 2017 menjadi Rp 816.643.000.  
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 
jelas mengenai proses pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap 
perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Diharapkan pula dapat mendeskripsikan dan menjelaskan apa saja yang harus 
dilakukan oleh aparatur desa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dan 
bagaimana menerapkan prinsip dari good governance dalam proses pengelolaan 
Alokasi Dana Desa, khususnya di desa Ngombakan.  
Penelitian ini diharapkan nantinya akan berdampak pula pada 
pengelolaan ADD yang semakin efektif dan efisien; agar seluruh desa di 
Indonesia mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki; menjadi desa 
yang mandiri; memperkuat desa dengan memajukan perekonomian desa; dan juga 
dapat mengurangi adanya fraud dan tindak KKN (Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme) dengan menerapkan prinsip good governance. 
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti merasa 
tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) dalam mewujudkan good governance, agar dapat mendeskripsikan dan 
menjelaskan tentang persoalan ini. Selain itu, peneliti juga akan mengangkat 
persoalan ini sebagai objek penelitian dalam bentuk Karya Ilmiah. Dengan 
demikian, judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah “Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance”. 
1.2 Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasikan 
masalah sebagai berikut: 
1. Alokasi Dana Desa merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada 
desa agar dapat merecanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di 
desa-nya sendiri, oleh karena itu pemerintah desa harus dapat mengelola 
ADD dan mempertanggungjawabkannya dengan benar. 
2. Aparat pemerintah desa dituntut untuk memiliki tanggungjawab yang besar 
karena pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang 
beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa. 
3. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola 
yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 
disiplin anggaran untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good 
governance). 
4. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan 
tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa 
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menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua 
akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. 
5. Tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban menimbulkan implikasi 
yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan Dana Desa dan 
terkendalannya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya. 
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran tentang program 
apa yang mendesak untuk program kegiatan ADD, mengakibatkan kesalahan 
dalam prioritas pendanaan. 
1.3 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 
perumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) dalam mewujudkan good governance di desa Ngombakan? 
1.4 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan good governance di desa Ngombakan. 
1.5 Manfaat Penelitian 
1.5.1 Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangan pemikiran bagi 
pemerintah desa Ngombakan, khususnya dalam pengelolaan ADD yang diterima 
dalam mewujudkan good governance. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan 
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dapat menjadi acuan bagi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan 
Good Governance.  
1.5.2 Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama tentang Pengelolaan 
ADD dalam menwujudkan good governance. Selanjutnya, penelitian ini 
diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah Akuntansi 
serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
1.6 Jadwal Penelitian 
Terlampir. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam usulan penelitian tentang 
pengelolaan Alokasi Dana Desa  dalam mewujudkan good governance ini akan 
dibagi dalam lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab 
sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya.   
BAB I   Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,  
tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan 
sistematika penulisan.  
BAB II   Tinjauan Pustaka, terdiri dari deskripsi konseptual fokus dan 
subfokus penelitian, dan hasil penelitian yang relevan. 
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BAB III  Metode Penelitian, terdiri dari desain penelitian, subyek penelitian, 
teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta validitas dan 
reliabilitas data.  
BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi gambaran umum, hasil 
penelitian, dan pembahasan. 
BAB V  Kesimpulan dan Saran, yang merupakan kesimpulan dan saran dari 
peneliti. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 
2.1.1 Desa 
Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia 
yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat 
pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan pemerintah 
yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, 
peraturan umum, dan pemberdayaan (Hehamahua, 2015). Karena mayoritas 
penduduk Indonesia tinggal di desa. 
Gambar 2.1 
Tingkat Pertumbuhan Jumlah Desa di Indonesia 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI 
Peningkatan jumlah desa di Indonesia dapat dilihat pada grafik diatas, 
dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah desa di 
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Indonesia mencapai 74.093 desa. Kemudian pada tahun 2016 jumlah desa 
mencapai 74.754. Dan pada tahun 2017, kini mencapai jumlah 74.954 desa yang 
tersebar di seluruh Indonesia. Masih terdapat kemungkinan bahwa pada tahun 
2018 jumlah desa akan mengalami kenaikan kembali (DJPK, 2016).  
Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan 
hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa 
desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan 
masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).  
Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan 
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. Pemerintahan 
desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 
No. 6 Tahun 2014). Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem 
administrasi pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, 
tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat 
mereka sendiri (Hehamahua, 2015). 
Tipologi desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata 
yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan 
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diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Tipologi desa dibagi menjadi tiga 
yaitu Desa Tertinggal dan/atau sangat Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa 
Maju dan/atau Mandiri (Permendesa No. 22 Tahun 2016).  
Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena 
masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak 
berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, 
serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal adalah 
desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi 
belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam 
berbagai bentuknya (Permendesa No. 22 Tahun 2016). 
Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang 
memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum 
mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, 
kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendesa No. 22 
Tahun 2016). 
Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, 
ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi 
kemiskinan. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan 
melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan 
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ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Permendesa No. 22 Tahun 
2016). 
2.1.2 Alokasi Dana Desa (ADD) 
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh 
Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota 
(PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN 
adalah wujud rekognisi Negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat 
dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 
10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014).  
Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, 
memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa 
serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 
2015).  
Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik 
desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk 
menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTKPD 
(Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas 
pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam 
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APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) terdiri dari 
Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara. Tugas dari Sekretaris Desa 
adalah menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa; 
menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APB Desa, perubahan 
APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; melakukan 
pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB 
Desa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APB 
Desa; dan melakukan verifikasi terhadap rencana Belanja dan bukti-bukti 
pengeluaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
Kepala Seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan 
yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan bersama LKD 
(Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan 
tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan, 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan 
kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban 
pelaksanaan kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
Sedangkan Bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan 
pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan 
APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).  
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2.1.2.1  Dasar Hukum Dana Desa 
Dasar hukum Dana Desa, meliputi: 
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan UU No. 6 Tahun 2014, 
serta PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014. 
3. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta PP 
No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 tahun 2014. 
4. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di 
Desa. 
5. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
6. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
7. Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa 2016. 
8. Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa. 
9. PMK 247/PMK.07/2015 yang mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, 
penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa. 
2.1.2.2 Prioritas Alokasi Dana Desa 
Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa harus 
diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 
Tahun 2014 Pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan. 
Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2015) yaitu: 
1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa 
tanpa membeda-bedakan; 
2. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih 
mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan 
sebagian besar masyarakat desa; dan 
3. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 
karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa 
yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. 
Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa menurut 
Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah: 
1. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan 
prasarana pemenuhan kebutuhan; dan akses kehidupan masyarakat desa. 
2. Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan 
sosial dasar pendidikan; dan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial 
dasar kesehatan. 
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3. Desa Maju dan/atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang 
berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa; prakarsa desa membuka 
lapangan kerja; teknologi tepat guna; dan investasi melalui BUM Desa. 
Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai 
kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa 
dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala 
ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Prioritas kegiatan 
pemberdayaan berdasarkan Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah sebagai 
berikut: 
1. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, mengutamakan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja 
dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi 
terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses 
produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses 
kehidupan masyarakat desa. 
2. Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses 
produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses 
modal/fasilitas keuangan. 
3. Desa Maju dan/atau Mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi 
atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau 
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memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau 
sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan. 
2.1.2.3  Penyaluran Dana Desa 
Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan 
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan 
kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan 
pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparansi, 
Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Permendagri No. 113 
Tahun 2014). 
Transparansi berarti terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Akuntabel 
berarti dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum. 
Partisipatif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat. Kemudian Tertib dan 
Disiplin Anggaran berarti konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas 
(DJBPD, 2016).  
Penyaluran Dana Desa pada tahun 2016 yang sudah diatur pada PMK 
49/PMK.07/2016 memiliki dua tahapan yaitu Tahap I sebesar 60% pada bulan 
Maret dan Tahap II sebesar 40% pada bulan Agustus. Penyaluran Dana Desa ini 
disalurkan dengan perhitungan yaitu 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi 
Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk 
desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis 
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desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30% 
(PMK 49/PMK.07/2016). 
Untuk bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa harus 
menjalankan mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa. 
Mekanisme yang pertama adalah pemerintah desa membuka Rekening desa yang 
nantinya Rekening Kas Desa tersebut akan menerima penyaluran Dana Desa dari 
pemerintah pusat (Permendagri No. 113 Tahun 2016). 
Persyaratan penyaluran Dana Desa yaitu, pada Tahap I pemerintah desa 
harus menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya 
dan menunjukkan peraturan desa mengenai APBDesa. Kemudian untuk Tahap II, 
pemerintah desa harus menyerahkan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan 
paling kurang 50% dari Dana Desa Tahap I telah digunakan (Kemenkeu, 2016). 
2.1.2.4   Pencairan Dana Desa 
Besarnya anggaran Dana Desa tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. 
Dari  20.766,2 Trilliun Rupiah di tahun 2015, menjadi 47.684,7 Trilliun Rupiah di 
tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017 mencapai 81.184,3 Trilliun Rupiah dan di 
perkirakan hingga tahun 2019 anggaran Dana Desa ini akan mencapai 111.840,2 
Trilliun Rupiah (DJPK, 2015). Kenaikan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah 
ini: 
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Tabel 2.1 
Peningkatan Jumlah Dana Desa 
 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 
Dana Desa 
(DD) 
20.766,2 T 47.684,7 T 81.184,3 T 103.791,1 T 111.840,2 T 
Rata-rata 
DD per 
Desa 
280,3 Juta 643,6 Juta 1.095,7 Juta 1.400,8 Juta 1.509,5 Juta 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI 
Pada setiap tahap pencarian, tim pelaksana wajib menyusun Rencana 
Penggunaan Dana (RPD) dari Alokasi Dana Desa (ADD), dimana RPD Alokasi 
Dana Desa terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. 
Rekapitulasi RPD ini kemudian harus ditanda tangani oleh Kepala Desa dan 
Ketua BPD. Sedangkan Rincian RPD ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana 
Teknis yang diketahui oleh Kepala Desa (BPKP, 2015). 
Pencairan Dana Desa ini dilakukan melalui Rekening Kas Desa. 
Pencairan Dana Desa dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa 
dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan 
perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh 
pemerintah Kabupaten/Kota (BPKP, 2015). 
2.1.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi: 1) 
Penyiapan Rencana; 2) Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, 
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dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa; 
3) Penetapan Rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa; 4) 
Penetapan APB Desa; 5) Pelaksanaan Pembangunan, melibatkan seluruh 
masyarakat secara swakelola; 6) Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib 
menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa; 7) Pemanfaatan 
dan Pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014). 
Pengelolaan Dana Desa meliputi tiga kegiatan penting yaitu Perencanaan, 
Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.  
2.1.3.1   Perencanaan 
Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan 
perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, 
tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung 
usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan 
untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014). 
Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan 
pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun, 
sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu satu 
tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa. Rancangan RKP Desa 
dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah 
diverifikasi (BPKP, 2015). 
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Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk 
membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga 
untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan 
dilakukan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat 
Musdus (Permendagri No. 113 Tahun 2014). RKP Desa menjadi dasar dalam 
penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Rancangan peraturan desa 
tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD 
untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa (BPKP, 2015).  
Musrenbangdes merupakan forum diskusi usulan rencana kegiatan 
pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan 
Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) (Kurrohman, 2015). Prinsip 
ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 
menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di 
desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau 
aspirasi yang berkembang (Diansari, 2015).  
Musrenbangdes ini adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD), Pemerintah Desa (Pemdes), dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang strategis. Yang 
dimaksud hal-hal yang strategis di desa seperti penataan desa, perencanaan desa, 
kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Desa, 
penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Musrenbangdes 
diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan 
berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat (Rozaki, 2015: 11-30).  
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Salah satu indikator keberhasilan Musrenbangdes adalah keterlibatan 
masyarakat dalam Musrenbangdes. Semakin banyak dan semakin luas unsur 
masyarakat yang dilibatkan, maka legitimasi hasil Musrenbangdes menjadi 
semakin kuat dihadapan masyarakat. Karena itu, Musrenbangdes didesain untuk 
umum dan tidak bersifat rahasia. Setiap warga desa berhak untuk hadir sebagai 
peserta Musrenbangdes (Rozaki, 2015: 34-35). Namun dalam pelaksanaannya, 
terkadang musrenbangdes hanyalah pertemuan formalitas antara tokoh 
masyarakat, pemerintah dan dewan (Randa, 2015). 
Dalam Musrenbangdes akan dibahas pula mengenai pembentukan Tim 
Pengelola Kegiatan (TPK). TPK merupakan tim yang dibentuk oleh pemerintah 
desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala 
Desa. TPK terdiri dari dua unsur perangkat desa dan tiga unsur dari LKD 
(Lembaga Kemasyarakatan Desa). TPK memiliki tugas pokok yaitu menyusun 
Rencana Anggaran Biaya (RAB), menetapkan spesifikasi barang dan jasa, 
menyimpan dokumen pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan semua 
kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Desa 
disertai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Perbup Sukoharjo 
No. 5 Tahun 2016). 
Kemudian setelah RKP Desa telah dibahas dan disepakati bersama, TPK 
menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan 
RKP Desa yang telah ditetapkan. Kemudian Sekretaris Desa menyusun 
Rancangan APB Desa sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa dan 
menyampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan 
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kepada BPD untuk membahas dan menyepakati bersama. RAPB Desa tentang 
APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara 
Kepala Desa dan BPD (Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
RAPB Desa  yang telah disepakati bersama, selanjutnya disampaikan 
oleh Kepala Desa  kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat tiga hari 
sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi 
RAPB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya RAPB Desa. Jika hasil 
evaluasi menyatakan bahwa RAPB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum 
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka  Kepala Desa diberi 
waktu untuk menyempurnakan paling lama tujuh hari kerja sejak diterimanya 
hasil evaluasi. Peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 
31 Desember TA berjalan (BPKP, 2015). 
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Gambar 2.2 
Flowchart Tahap Perencanaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Diolah). 
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RKP Desa 
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Gambar 2.3 
Flowchart Penyusunan APB Desa 
 
Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015. 
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2.1.3.2   Pelaksanaan 
Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber 
dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). 
Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada 
masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi 
dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut 
sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran 
dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti 
yang telah disepakati dalam Musrenbangdes (Diansari, 2015).  
Untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus 
melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan 
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa 
setempat (UU No. 6 Tahun 2014). Kemudian dalam pelaksanaannya, Bendahara 
Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk 
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai 
yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota 
(BPKP, 2015). 
Sedangkan dalam penatausahaannya, harus menggunakan sistem yang 
telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan menggunakan aplikasi 
yang telah dikembangkan oleh BPKP. Aplikasi ini diberi nama Aplikasi Sistem 
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Tata Kelola Keuangan Desa atau SIMDA Desa yang telah launching pada 13 Juli 
2015 lalu (Oktaresa, 2015: 17).  
Melalui SIMDA Desa, terdapat beberapa keuntungan yang dapat dicapai, 
antara lain: Aplikasi SIMDA Desa telah dibangun sesuai dengan regulasi yang 
berlaku, dapat mempermudah tata kelola keuangan desa, SIMDA Desa telah 
dibangun dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan aplikasi (user 
friendly), dengan menggunakan aplikasi tersebut maka secara otomatis sudah 
terdapat built-in internal control (Oktaresa, 2015: 19). 
Semua pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Semua transaksi, 
baik pendapatan maupun belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap 
dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara (Permendagri No. 
113 Tahun 2014).  
Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib 
mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan 
Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling 
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan 
tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku 
Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan 
bersama dengan Kepala Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
Penggunaan ADD dalam APB Desa digunakan paling banyak 30% untuk 
belanja Aparatur Desa dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan 
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BPD), dan paling banyak 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
Langkah awal yang harus dilakukan pelaksana kegiatan setelah APB 
Desa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. 
Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran 
Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum dilaksanakan harus 
diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa 
(BPKP, 2015). 
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Gambar 2.4 
Alur Persetujuan RAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015. 
RAB Kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk 
melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan. 
Berdasarkan RAB Kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Desa, pelaksana 
kegiatan melakukan proses kegiatan sesuai RAB. Setelah RAB disahkan oleh 
Kepala Desa, maka TPK bisa melanjutkan tugasnya untuk belanja barang dan jasa 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja pemerintah desa. Setelah 
menerima barang dan kuitansi/faktur/nota, maka TPK wajib mengajukan Surat 
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Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan diverifikasi oleh 
Sekretaris Desa (BPKP, 2015). 
SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau 
pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dokumen 
verifikasi oleh Sekretaris Desa (ordonator), serta dokumen pengesahan belanja 
oleh Kepala Desa (otorisator) sekaligus juga perintah bagi Bendahara Desa 
(comptable). SPP merupakan dokumen penting dalam penyusunan Laporan 
Realisasi APB Desa. Seluruh SPP kegiatan yang ada pada akhir periode akan 
dikompilasi untuk mengetahui akumulasi belanja untuk setiap kegiatan 
(Permendagri No. 113 Tahun 2014).  
Pengajuan SPP ini dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Belanja (SPTB) dan Bukti Transaksi. SPTB merupakan rekapitulasi SPJ yang 
telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan (TPK). Untuk kebutuhan penyusunan 
realisasi APB Desa serta pengendalian, maka lembar satu SPP dibuat sebanyak 
tiga rangkap, dengan rincian sebagai berikut (BPKP, 2015): 
1. Rangkap 1 (asli) untuk Bendahara Desa, 
2. Rangkap 2 untuk Sekretaris Desa, 
3. Rangkap 3 untuk Pelaksana Kegiatan (TPK). 
Dokumen SPP tersebut selanjutnya oleh Pelaksana Kegiatan dicatat 
dalam Buku Pembantu Kegiatan. Setelah proses persetujuan atau pengesahan 
belanja dilakukan oleh Kepala Desa melalui dokumen SPP maka sebagai langkah 
selanjutnya pelaksa kegiatan (TPK) membuat Laporan Kegiatan. Laporan 
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kegiatan ini dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan 
yang menggambarkan realisasi fisik dan keuangan serta output yang ada sebagai 
media pemberitahuan tambahan aset (jika ada). Laporan kegiatan ini didukung 
oleh lampiran berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia atau pihak 
ketiga kepada TPK atau Kepala Desa (BPKP, 2015).  
2.1.3.3   Pertanggungjawaban 
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam 
pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk 
menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan 
tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke 
BPD. Rincian laporan sebagai berikut (Permendagri No. 113 Tahun 2014): 
Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat): 
a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa.  
Laporan Semesteran ini terdiri dari Laporan Semester Pertama yang 
diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan 
Semester Akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari (DJBPD, 
2016).  
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Gambar 2.5 
Flowchart Penyusunan LRA Pelaksanaan APB Desa Semesteran 
 
 
Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015. 
 
b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada 
Bupati/Walikota setiap akhir tahun.  
Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang 
terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan 
peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan 
Desa (Perdes), maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai 
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bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana 
tercantum dalam pasal 41 Permendagri No. 113 Tahun 2014, disampaikan paling 
lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan (DJBPD, 2016).  
c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.  
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada 
Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana 
Desa dilakukan untuk Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli TA 
berjalan dan untuk Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari TA 
berikutnya (BPKP, 2015).  
Laporan kepada BPD: 
a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa 
yang terdiri Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.  
Laporan ini dilampiri dengan Format Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan APB Desa TA berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik 
Desa per 31 Desember TA berkenaan, dan Format Laporan Program Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. Laporan ini diserahkan kepada BPD 
secara tertulis paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya TA (BPKP, 2015).  
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Gambar 2.6 
Flowchart Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
 
 
Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015. 
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Semua kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, 
dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa 
(Hehamahua, 2015). 
2.1.4 Titik Kritis Pengelolaan Dana Desa 
Pemerintah desa dihadapkan dengan beberapa titik kritis pengelolaan 
keuangan desa yang tidak hanya menerima Dana Desa dari APBN tetapi juga 
menerima bantuan keuangan dari provinsi, ADD, bantuan keuangan, dan Bagi 
Hasil atau Retribusi Daerah dari Kabupaten atau Kota. Pemerintah Desa sebagai 
pihak yang melaksanakan langsung pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa 
titik kritis yang harus menjadi perhatian, yaitu kondisi sumber daya manusia 
Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD. Kemudian terkait sarana dan prasarana 
desa, serta kebijakan tingkat desa juga menjadi salah satu titik kritis (Oktaresa, 
2015). 
Titik kritis dalam proses pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari 
bisnis prosesnya. Mulai dari tahapan perencanaan, harus diperhatikan keselarasan 
perencanaan RPJM dan RKP Desa dengan Program Pemerintah Pusat, Provinsi 
dan Kabupaten atau Kota; tingkat partisipasi BPD dan kualitas RKP Desa. Pada 
tahapan penganggaran, perlu diperhatikan unifikasi dan integrasi penyusunan 
anggaran, harmonisasi Kepala Desa dan BPD, dan evaluasi APB Desa oleh 
Kecamatan (Oktaresa, 2015). 
Untuk titik kristis dalam tahap penatausahaan, antara lain administrasi 
pembukuan, cara menyusun pertanggungjawaban, pencatatan kekayaan desa, dan 
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konsep belanja barang dan belanja modal yang masih rancu. Disisi pelaporan dan 
pertanggungjawaban, titik kritisnya adalah pemahaman tentang jumlah laporan 
yang harus dibuat dan standar pelaporannya. Terakhir, pengawasan merupakan 
titik kritis yang harus diperhatikan terutama terkait efektifitas pengawasan dan 
kesiapan aparat pengawasan khususnya APIP (Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah) Kabupaten atau Kota (Oktaresa, 2015: 16-17).  
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa 
risiko kecurangan (fraud) yang dapat terjadi (Wibowo, 2015: 6), antara lain: 
1. Penggunaan Kas Desa secara tidak Sah (Theft of Cash and Hand). 
2. Mark up dan atau Kick Back pada Pengadaan Barang atau Jasa. 
3. Penggunaan Aset Desa untuk kepentingan pribadi Aparat Desa secara tidak  
Sah (misuse atau larceny). 
4. Pungutan Liar (illegal Gratuities) Layanan Desa. 
Risiko diatas hanyalah sebagian dari risiko yang dapat muncul dalam 
pengelolaan keuangan desa. Masih banyak risiko yang mungkin muncul dalam 
pengelolaan keuangan desa. Selain itu, perbedaan karakteristik dan strategic 
planning masing-masing desa juga dapat mengubah daftar risiko tersebut.  
2.1.5 Good Governance 
Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang 
beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya 
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menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh 
karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan 
pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai 
ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (Good 
Village Governance) (Oktaresa, 2015: 17). 
Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan 
kepemerintahan. Proses pemahaman umum mengenai governance mulai 
mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada 
tahun 1996. Governance atau yang  biasa disebut dengan tata pemerintahan disini 
mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan 
kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, 
menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-
perbedaan diantara mereka (Krina, 2003). 
Governance mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat banyak pusat 
pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Hal ini berarti 
bahwa setiap pengambilan keputusan (seperti pembuatan wewenang) dalam 
masyarakat, akan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, pihak-pihak lain 
selain pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, 
dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif atau bersama (Krina, 
2003).  
Adanya pergeseran paradigma ini disebabkan oleh adanya reformasi total 
yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena krisis ekonomi dan kepercayaan 
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yang melanda bangsa Indonesia. Tema utama dari adanya reformasi total tersebut 
adalah untuk mewujudkan masyarakat madani, terciptanya good governance, dan 
mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan (Mardiasmo, 2002). 
Gencarnya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah 
untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 
governance), sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. 
Sementara itu, pergeseran paradigma dari government kearah governance yang 
menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar 
governance, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang 
disebut dengan kepemerintahan yang baik (good governance) (Astuti, 2016). 
Konsep good governance yang baru, memerlukan interaksi timbal balik 
antara pemerintah dan masyarakat. “Governance” menandakan transformasi dari 
jenis hubungan dimana satu sisi mengatur yang lainnya untuk satu set hubungan 
dimana interaksi timbal balik berlangsung dalam rangka untuk membuat pilihan 
yang diinginkan bagi warga masyarakat (Toksoz, 2008). 
Reformasi good governance yang sedang berjalan ini perlu diarahkan 
pada upaya untuk mengubah pendekatan kepatuhan (compliance) kepada 
kesesuaian (conformance) dengan praktik-praktik terbaik kelas dunia sebagai 
wujud kesadaran akan arti penting pengelolaan pemerintahan secara professional, 
beretika dan bertanggung jawab (Kaihatu, 2008). 
Dengan cara itu, pemanfaatan yang lebih efektif sumber daya yang 
terbatas akan dijamin. Oleh karena itu, masing-masing dari kita harus 
menuntut pemerintahan yang baik sebagai warga negara, sebagai klien dari 
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perusahaan dan sebagai individu dari organisasi masyarakat sipil, sementara pada 
saat yang sama berusaha untuk menjadi model sebagai individu yang berlatih 
prinsip good governance. Kita tidak boleh lupa bahwa solusi dimulai dari dalam 
(Toksoz, 2008). 
Governance dalam administrasi publik menunjukkan bahwa proses 
pengambilan keputusan dilakukan dengan bekerjasama secara partisipatif dari 
semua pemangku kepentingan dan bahwa manajer bertindak dalam damai, 
transparan, akuntabel, efektif dan juga bertanggungjawab (Toksoz, 2008). 
Menurut UNDP dalam LAN dan BPKP (2000), definisi good governance 
adalah hubungan yang sinergis dan konstruksif di antara negara sektor swasta dan 
masyarakat. Berdasarkan hal ini, UNDP kemudian mengajukan karakteristik dari 
good governance sebagai berikut: Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, 
Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, 
Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Stratejik. Dari kesembilan karakteristik ini 
saling memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri (LAN dan BPKP, 2000). 
Sedangkan menurut Krina (2003), good governance merupakan 
“mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan 
penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama 
(efisien) dan (relatif) merata”. Good governance sangat terkait dengan dua hal 
yaitu 1) good governance tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan 2) 
tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu (Krina, 
2003). 
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Good governance bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih 
dekat dengan warga, membuat administrasi publik yang lebih efektif, memastikan 
pemberantasan korupsi, memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang 
berbeda untuk pemerintah dengan menyuarakan pendapat mereka, yang 
memperkaya isi dari keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, 
memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga, dan memastikan 
bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan dimengerti (Toksoz, 2008).  
Membangun good governance berarti mengubah cara kerja state 
(negara), membuat pemerintahan yang accountable, dan membangun pelaku-
pelaku di luar Negara cakap untuk ikut berperan membuat system baru yang 
bermanfaat secara umum. Perlu diingat bahwa good governance harus 
menjangkau berbagai tingkat wilayah politik (Krina, 2003).  
Good Governance memiliki dua teori utama, yaitu stewardship theory 
dan agency theory. Stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis dari sifat 
manusia, yaitu manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, bertanggung 
jawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. Dengan kata lain, 
stewardship theory memandang Aparatur Desa dapat dipercaya dalam bertindak 
bagi kepentingan publik. Sedangkan agency theory, memandang bahwa Aparatur 
Desa sebagai “agents” bagi warga desa, harus menjalankan pemerintahan dengan 
baik dalam rangka meningkatkan kesejahtraan rakyat (Kaihatu, 2006). 
Dari kesembilan prinsip yang disebutkan di atas, paling tidak terdapat 
sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi 
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good governance, yaitu 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; dan 3) Partisipasi 
Masyarakat (Krina, 2003). Ketiga prinsip utama itulah yang akan ditekankan 
dalam penelitian ini sebagai tolok ukur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
dalam Mewujudkan Good Governance, yaitu: 
2.1.5.1   Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 
atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang berbadan hukum 
pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan 
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti, 2016). Sedangkan 
menurut Krina (2003), “akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi 
pemerintah maupun para aparat yang  bekerja di dalamnya untuk membuat 
kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun 
kebutuhan masyarakat (Krina, 2003).  
Akuntabilitas dapat pula diartikan sebagai prinsip pertanggungjawaban 
publik yang menunjukkan bagaimana pejabat publik menggunakan sumber daya 
publik dan tanggung jawab ketika mereka menganggarkan dan melaporkan 
sehingga pejabat publik dapat memberikan penjelasan tentang pengeluaran saat 
diperlukan.  
Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut diperlukan 
berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya adalah Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang 
memadai dan dapat diandalkan (Oktaresa, 2015: 17). 
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Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan 
efisien dari para aparat birokrasi. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran 
yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan 
dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para 
stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina, 2003). 
Sedangkan dalam konteks keuangan, akuntabilitas merupakan 
pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan 
keuangan yang disajikan dan peraturan yang berlaku yang mencakup penerimaan, 
penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (LAN & BPKP, 
2003). 
Akuntabilitas berarti menggambarkan proses penganggaran dan 
pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD), harus benar-benar dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga dapat diakses oleh 
masyarakat di wilayah tersebut.  
Secara operasional, akuntabilitas ini dapat dijabarkan melalui beberapa 
komponen antara lain (Tomuka, 2012): 
1. Mengefektitkan proses pengawasan intensif dan terintegral terhadap 
keseluruhan proses pemerintahan oleh berbagai komponen, baik pemerintah 
maupun masyarakat; 
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2. Menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional sesuai 
dengan tugas dan wewenang masing-masing; 
3. Menyediakan informasi yang relevan, nyata dan aktual mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada berbagai pihak yang 
berkepentingan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah. 
2.1.5.2   Transparansi 
Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang 
keuangan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Sedangkan menurut Krina  
(2003), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 
hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003). 
Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan 
tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat 
mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal 
bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang 
hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. 
Prinsip ini memiliki dua aspek yaitu 1) komunikasi publik oleh 
pemerintahan; dan 2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Manajemen 
kinerja yang baik merupakan titik awal dari transparansi (Krina, 2003). 
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Dengan adanya 
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transparansi, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang 
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) (Astuti, 2016). 
Secara konkrit, penerapan prinsip transparansi dapat dijabarkan sebagai 
berikut (Tomuka, 2012): 
a. Adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum 
dalam kaitannya dengan program-program pemerintahan yang dilakukan oleh 
pemerintah desa. 
b. Adanya keterbukaan dalam hal pengambil keputusan publik dan dalam proses 
implementasi atau pelaksanaannya. 
Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator 
seperti berikut (Krina, 2003): 
1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua 
proses pelayanan publik; 
2. Mekanisme yang memfasilitasi petanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai 
kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor 
publik; 
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi 
maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani. 
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2.1.5.3   Partisipasi 
Partisipasi menurut LAN dan BPKP (2000) adalah setiap warga negara 
mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun 
melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. 
Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta 
berpartisipasi secara konstruksif (LAN & BPKP, 2000). Sedangkan menurut 
Krina (2003), partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk 
terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan (Krina, 2003). 
Setidaknya terdapat dua alasan mengapa partisipatoris dibutuhkan dalam 
negara demokratis. Pertama, adalah bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang 
paling paham mengenai kebutuhannya. Kedua, bermula dari kenyataan bahwa 
pemerintah modern cenderung semakin luas dan kompleks (Mardiasmo, 2002).  
Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipatif 
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan 
keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD).  Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas 
pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan 
prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai 
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman, 2015).  
Secara konkrit (operasional) partisipasi dapat diamati melalui beberapa 
komponen sebagai berikut (Tomuka, 2012):  
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1. Adanya ruang partisipasi dari lembaga-lembaga politik dan sosial 
kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan serta penentuan keputusan 
publik;  
2. Adanya upaya-upaya konkrit untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat 
secara menyeluruh dan kontinyu; 
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan terhadap 
perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan serta dalam kehidupan 
bermasyarakat; 
4. Menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan kebebasan pers 
dan dalam hal mengemukakan pendapat bagi seluruh komponen masyarakat, 
sepanjang dilakukan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai etika dan 
profesionalisme kerja yang tinggi. 
Prinsip-prinsip partisipasi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti 
berikut (Krina, 2003): 
1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, 
jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan inklusif, harus 
ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya. 
2. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan. 
3. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang 
masyarakat untuk berpartisipasi. 
4. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses 
pengambilan keputusan. 
 
72 
 
2.1.6 Indikator Good Village Governance 
Pemerintah desa yang telah mewujudkan Good Village Governance, 
memiliki indikator antara lain: pertama, tata kelola keuangan desa yang baik. 
Kedua, perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan 
perencanaan daerah dan nasional. Ketiga, berkurangnya penyalahgunaan 
kekuasaan atau kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum. Keempat, 
mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat (WP, 2015: 17). 
Untuk mewujudkan good governance, diperlukan reformasi kelembagaan 
(institutional reform) dan reformasi manajemen publik (public management 
reform). Reformasi kelembagaan adalah pemberdayaan elemen-elemen desa, 
mulai dari masyarakat umum, aparatur desa, dan BPD. Reformasi manajemen 
publik terkait dengan penggunaan model manajemen pemerintahan yang baru dan 
sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman (Mardiasmo, 2002). 
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2.2  Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 2.2  
Hasil Penelitian yang Relevan 
 
No Peneliti Judul Jenis 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
1. Astuti dan 
Yulianto 
(2016) 
Good Governance 
Pengelolaan 
Keuangan Desa 
Menyongsong 
Berlakunya UU No. 6 
Tahun 2014. 
Kualitatif 
dengan 
metode 
studi kasus 
dan logic 
analytic. 
Hambatan yang krusial 
dalam mewujudkan 
good governance 
pengelolaan keuangan 
desa adalah kurangnya 
SDM yang cakap dalam 
pengelolaan keuangan 
desa. Banyak ditemui 
pula laporan APBDesa 
sering terlambat dalam 
pelaporannya. 
2. Warsono 
dan 
Ruksamin 
(2014) 
The Obstacles of 
Implementation of 
Village Allocation 
Fund Program in the 
North Konawe 
Southeast Sulawesi. 
Kualitatif Keterlibatan masyarakat 
masih menjadi kendala 
utama. Hal ini 
disebabkan karena 
rendahnya ingkat 
pendidikan masyarakat, 
mekanisme perencanaan 
penganggaran yang 
kurang matang dan 
kurangnya sosialisasi 
kebijakan ADD. 
3. Fransiskus 
Randa dan 
Paulus 
Tangke 
(2015) 
Developing 
Accountability Model 
of Local Government 
Organization: From 
Managerial 
Accountability To 
Public Accountability 
(Naturalistic Sudy on 
Local Government 
Tana Toraja). 
Naturalistik 
Kualitatif 
Hasil menunjukkan 
bahwa pemahaman 
akuntabilitas masyarakat 
sebagai principal 
sebatas pada 
pembangunan  
infrastruktur dan 
MUSRENBANG 
menjadi media 
komunikasi yang 
terbaik. Pemerintah dan 
Perwakilan Daerah 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan Tabel 2.2 
No Peneliti Judul Jenis 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
     (DPRD) sebagai agent, 
memahami akuntabilitas 
sebagai akuntabilitas 
politik ekonomi dan 
MUSRENBANG hanya 
sebagai kegiatan 
ceremonial saja. 
4. Rani Eka 
Diansari 
(2015) 
Analisa Implementasi 
Alokasi Dana Desa 
(ADD) Kasus 
Seluruh Desa Di 
Kecamatan Kledung 
Kabupaten 
Temanggung Tahun 
2013. 
Kualitatif 
dengan 
studi kasus. 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
terdapat beberapa faktor 
yang menjadi 
penghambat pengelolaan 
program ADD 
diantaranya terbatasnya 
kemampuan aparatur 
pemerintah desa dalam 
pelaksanaan ADD, 
Lemahnya kinerja 
pengelolaan keuangan 
desa dan lemahnya 
pengawasan BPD dan 
masyarakat terhadap 
penyelenggaraan 
pemerintah desa. 
5. Agus 
Pramusinto 
& M. 
Syahbudin 
Latief 
(2011) 
Dinamika Good 
Governance di 
Tingkat Desa 
Kualitatif 
dengan 
indepth 
interview. 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
peran aktor di luar 
birokrasi pemerintah 
desa masih sangat 
terbatas. Partai politik 
yang seharusnya bisa 
menjalankan peran 
sebagai intermediary 
agent dalam mewadahi 
artikulasi kepentingan 
publik maupun  
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan Tabel 2.2  
No Peneliti Judul Jenis 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
    mengontrol dan 
mengawasi jalannya 
pemerintahan desa, 
tidak ditemukan di desa 
Wedomartani. Ini 
menunjukkan bahwa 
partai politik hanya 
bekerja dalam konteks 
isu yang sudah 
dirancang oleh induk 
partai di tingkat atasnya. 
Dalam hal mekanisme 
pembuatan kebijakan, 
peran yang dimainkan 
oleh komunitas justru 
cukup signifikan. 
Tokoh-tokoh dari 
kalangan agama maupun 
wadah kemasyarakatan 
tradisional lebih 
menonjol dalam 
memecahkan berbagai 
persoalan masyarakat. 
Saluran tersebut 
dilakukan melalui 
Berbagai pertemuan 
oleh kelompok 
pengajian ataupun 
oleh kelompok 
kemasyarakatan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1  Desain Penelitian 
Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian 
ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Studi deskriptif (descriptive 
study), bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena 
yang diamati. Studi ini membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik dari 
subyek yang diteliti, mengkaji beberapa aspek dalam fenomena pengelolaan ADD 
dalam mewujudkan good governance, dan menawarkan ide masalah untuk 
pengujian atau penelitian selanjutnya (Indriantoro, 1999: 88).  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus (case 
study) yakni, pengamatan secara detail terhadap obyek atau orang, baik pada satu 
titik waktu atau beberapa titik waktu (Astuti, 2016). Studi kasus dalam penelitian 
ini dilakukan di Kelurahan desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo. 
Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yakni 
desa yang telah dipilih oleh peneliti dengan cara purposive sampling, yaitu sampel 
yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. Hal ini 
dilakukan untuk mendapatkan informasi maksimal mengenai unsur-unsur yang 
diteliti. Pengamatan dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap 
semua kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian dalam waktu tertentu 
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sehingga diperoleh gambaran utuh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 
mewujudkan good governance. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Subyek (self-
report data), dimana jenis data penelitiannya berupa opini, sikap, pengalaman 
atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek 
penelitian (responden) (Indriantoro, 1999: 145).  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Data Primer 
dan Data Sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Sedangkan data 
sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung melalui media perantara. Data sekunder ini umumnya berupa bukti, 
catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 
yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro, 1999: 146-147). 
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung 
kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD di desa Ngombakan. 
Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi referensi maupun 
dokumen-dokumen yang terkait peraturan mengatur tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, penelitian terdahulu, studi kepustakaan, internet, jurnal, rekaman, gambar, 
catatan dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.  
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3.2 Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah Kelurahan desa Ngombakan Kecamatan 
Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Informan yang menjadi target dalam penelitian 
ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Masyarakat. 
3.3  Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mewujudkan data dan informasi yang valid dan akurat, 
pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) yaitu 
menggunakan: 
3.3.1 Wawancara 
Merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang 
menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indriantoro, 
1999: 152). Peneliti melakukan tanya jawab serta percakapan secara langsung dan 
mendalam (indepth interview) kepada informan yang kompeten dalam 
pengelolaan Alokasi Dana Desa.  
Wawancara mendalam (indepth interview) adalah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 
antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 
(guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 
sosial yang relatif lama atau bisa juga disebut dengan wawancara semiterstruktur 
(Prastowo, 2012: 212). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 
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permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan dimintai pendapat dan ide-
idenya. 
Dalam penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan 
Good Govenance, peneliti akan berperan penuh sebagai observer dan 
pewawancara. Peneliti akan mencatat semua kejadian dan data, serta informasi 
dari informan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil 
penelitian.  
Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam, 
buku catatan dan kamera. Alat perekam ini digunakan untuk bahan cross check 
apabila pada saat menganalisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak 
sempat dicatat oleh peneliti. Kamera digunakan untuk memotret kegiatan 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya foto ini, maka dapat 
meningkatkan keabsahan penelitian. 
3.3.2 Observasi 
Yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau 
kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan 
individu-individu yang diteliti (Indriantoro, 1999: 157). Observasi dilakukan 
dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap masalah dalam fokus 
penelitian yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan good 
governance dan datang langsung ke lokasi penelitian yaitu di desa Ngombakan.  
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3.3.3 Dokumentasi 
Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian dan 
penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang digunakan bisa berbentuk gambar, 
tulisan, peraturan, kebijakan, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti. 
3.4 Indikator Pedoman Wawancara 
Tabel 3.1 
Indikator Pedoman Wawancara 
 
Tahap 
Indikator 
Akuntabilitas Transparansi Partisipasi 
a. Perencanaan 1. RPJM Desa 
2. RKP Desa 
3. APB Desa 
4. RPD 
5. Perdes 
(Permendagri No. 
113/2014) 
1. Papan 
Informasi atau 
Media Massa 
2. Ketepatan 
waktu 
penyampaian 
informasi 
(Permendagri 
No. 113/2014) 
1. Musdus 
2. Musdes atau 
Musrenbang
des 
(Permendagri 
No. 
113/2014) 
b. Pelaksanaan 1. RAB 
2. SPP 
3. SPTB 
4. Buku Pembantu 
Kegiatan 
5. Laporan Kegiatan 
1. Papan 
Informasi 
Kegiatan atau 
Media Massa 
2. Ketepatan 
waktu 
penyampaian 
informasi 
1. Swakelola 
Masyarakat 
(Permendagri 
No. 
113/2014) 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan Tabel 3.1 
Tahap 
Indikator 
Akuntabilitas Transparansi Partisipasi 
 6. Berita Acara Serah 
Terima Barang 
7. Buku Kas Umum 
8. Buku Kas 
Pembantu Pajak 
9. Buku Bank 
10. Laporan Bulanan 
Bendahara Desa 
11. (Permendagri No. 
113/2014) 
(Permendagri No. 
113/2014) 
 
c. Pertanggung 
jawaban 
1. Laporan Realisai 
Pelaksanaan APB 
Desa Semester I 
2. Laporan Realisai 
Pelaksanaan APB 
Desa Semester 
Akhir 
3. Laporan 
Pertanggungjawab
an Realisasi 
Pelaksanaan APB 
Desa 
4. Laporan Kekayaan 
Milik Desa 
5. Laporan Program 
Pemerintah dan 
Pemda yang masuk 
ke Desa 
6. LPPD 
(Permendagri No. 
113/2014) 
1. Papan 
Informasi atau 
Media Massa 
2. Ketepatan 
waktu 
penyampaian 
informasi 
(Permendagri 
No. 113/2014) 
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3.5 Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 
periode tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Model Miles dan Huberman (Prastowo, 2012: 241) dimana analisis data kualitatif  
adalah proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 
bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. 
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data 
ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif 
berlangsung. Selama pengumpulan data berjalan, maka tahap reduksi selanjutnya 
berlangsung yaitu membuat ringkasan, mengode, menelusur tema, membuat 
gugus-gugus, dan membuat partisi. Reduksi data ini bahkan berjalan hingga 
setelah penelitian di lapangan berakhir dan laporan akhir lengkap tersusun 
(Prastowo, 2012: 242). 
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 
data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 
flowchart dan sejenisnya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi 
yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, 
maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, 
83 
 
merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut 
(Sugiyono, 2011: 249).  
Untuk langkah ketiga ini, peneliti mulai mencari arti fenomena, mencatat 
keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur 
sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang ada kemudian diverifikasi selama 
penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna-makna yang muncul dari data 
harus diuji kebenaran, kekuatan, dan kecocokannya, yakni merupakan 
validitasnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 
sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 
dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Prastowo, 
2012). 
3.6 Validitas dan Reliabilitas Data 
Validitas merupakan tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada 
objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Reliabilitas 
(dependability) adalah tingkat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. 
Sedangkan obyektifitas (confirmability) berkaitan dengan tingkat kesepakatan 
atau interpersonal agreement antar banyak orang terhadap suatu data (Sugiyono, 
2011: 267-268).  
Validitas dibagi menjadi dua macam yaitu validitas internal (credibility) 
dan validitas eksternal (transferability). Validitas internal berkaitan dengan 
tingkat akurasi dari desain penelitian dengan hasil yang dicapai oleh peneliti. 
Sedangkan validitas eksternal merupakan tingkat akurasi apakah hasil penelitian 
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dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut 
diambil. Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan 
reliable yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah datanya. Penelitian 
kualitatif lebih menekankan pada aspek validitasnya (Sugiyono, 2011). 
Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid 
apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 
sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Data yang valid dapat diperoleh 
dengan melakukan uji kredibilitas (validitas internal) terhadap data hasil 
penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. 
Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 
kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 
ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus 
negatif, dan membercheck. Uji kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan 
membercheck dan triangulasi, dimana membercheck adalah proses pengecekan 
data yang diperoleh oleh peneliti kepada informan; dan triangulasi adalah 
pengecekan data dari berbagai sumber sekunder dengan berbagai cara, dan 
berbagai waktu (Sugiyono, 2011). 
Uji reliabilitas atau dependability dilakukan dengan mengaudit 
keseluruhan proses penelitian. Caranya yaitu dilakukan oleh auditor yang 
independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti 
dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, pihak yang akan mengaudit 
adalah pembimbing skripsi peneliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
4.1 Proses Penelitian 
4.1.1 Proses Pengambilan Data 
Penelitian ini dilakukan di desa Ngombakan Kecamatan Polokarto 
Kabupaten Sukoharjo. Penelitian di mulai pada tanggal 30 Mei 2017 sampai pada 
tanggal 4 September 2017. Dalam proses pengambilan data, peneliti berkunjung 
ke Kantor Kepala Desa Ngombakan untuk mewawancarai informan. Informan 
yang diwawancarai oleh peneliti adalah Kepala Desa Ngombakan, Sekretaris Desa 
Ngombakan, Kaur Keuangan Desa Ngombakan, Kaur Pembangunan Desa 
Ngombakan, Tokoh Masyarakat, anggota PKK, Ketua Karang  Taruna, dan dua 
masyarakat biasa. 
Dalam proses pengambilan data, hal pertama yang dilakukan oleh 
peneliti adalah mewawancarai Sekretaris Desa Ngombakan terlebih dahulu. Hal 
ini dilakukan oleh peneliti karena Sekretaris Desa yang menjabat sebagai 
koordinator, merupakan inti dari setiap proses pengelolaan ADD. Proses 
wawancara ini dilakukan pada tanggal 30 Mei 2017. Beliau menjelaskan terkait 
pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan sampai tahap 
pertanggungjawaban, dan juga menjelaskan terkait bagaimana desa Ngombakan 
mewujudkan prinsip good governance.  
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Setelah mewawancarai Sekretaris Desa, maka informan selanjutnya yang 
di wawancarai adalah Kepala Desa dan Kaur Keuangan desa Ngombakan. Proses 
wawancara ini dilakukan pada tanggal 18 Juli 2017 di kantor Kepala Desa 
Ngombakan. Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang sama dengan 
yang ditanyakan kepada Sekretaris Desa sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh 
peneliti agar dapat mengetahui konsistensi dan kredibilitas jawaban dari setiap 
perangkat desa yang akan diwawancarai.  
Selanjutnya informan yang diwawancarai adalah Kaur Pembangunan dan 
lima informan yang ditunjuk untuk mewakili warga desa Ngombakan. Proses 
wawancara ini yang dilakukan pada tanggal 4 September 2017 di berbagai tempat. 
Untuk pedoman wawancara yang diajukan kepada lima informan yang dianggap 
mewakili warga desa berbedadengan pedoman wawancara yang diajukan oleh 
perangkat desa. Hal ini dilakukan untuk crosscheck jawaban dari perangkat desa 
dengan jawaban dari warga desa. Apakah jawaban dari perangkat desa sesuai 
dengan yang terjadi di lapangan atau tidak. Hal ini juga dilakukan untuk mencari 
kredibilitas dari penelitian.  
Setelah mendapatkan data maka langkah selanjutnya adalah mereduksi 
atau memilah mana hal-hal yang pokok kemudian difokuskan sesuai dengan tema. 
Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data dan melakukan penarikan 
kesimpulan. 
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4.1.2 Hambatan dan Kesulitan Penelitian 
Hambatan dan kesulitan yang dialami peneliti pada saat melakukan 
penelitian di desa Ngombakan adalah sebagai berikut: 
1. Sulitnya mencari waktu yang sesuai untuk melakukan wawancara dengan 
perangkat desa. Perangkat desa selalu beralasan bahwa mereka masih sibuk 
atau desa sedang sibuk. Jadi penelitian ini mengalami waktu penelitian yang 
lama, yang akhirnya menghambat penyusunan penelitian ini. 
2. Perangkat desa belum bisa terbuka sepenuhnya terkait dengan rincian dana 
yang keluar maupun masuk terkait pengelolaan ADD di desa Ngombakan. 
Hal ini mengakibatkan, peneliti tidak dapat menyajikan data secara akurat 
terkait dana yang keluar dan masuk dalam proses pengelolaan ADD di desa 
Ngombakan. 
3. Terdapat perangkat desa yang sangat sulit untuk ditemui. Beliau jarang sekali 
ada di kantor Kepala Desa Ngombakan. Hal ini menyebabkan, peneliti tidak 
dapat menyajikan informasi terkait Musrenbangdes dari sumber inti dari 
pelaksanaan Musrenbangdes di desa Ngombakan. 
4.1.3 Solusi 
Solusi yang dilakukan peneliti dalam mengatasi hambatan dan kesulitan 
yang dialami selama proses penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Menghubungi pihak perangkat desa yang terkait untuk penjadwalan ulang 
wawancara. 
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2. Mencari objek lain yang dapat membantu penelitian dengan memberikan data 
secara detail. 
3. Mengganti informan dengan pihak lain yang juga mengetahui terkait dengan 
topik wawancara yang akan ditanyakan. 
4.2 Gambaran Umum Desa Ngombakan 
4.2.1 Kondisi Geografis  
Desa Ngombakan termasuk wilayah Kecamatan Polokarto Kabupten 
Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Desa Ngombakan memiliki batas wilayah 
sebagai berikut:  
a. Sebelah utara : Desa Bekonang dan Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban 
b. Sebelah Timur : Desa Bakalan Kecamatan Polokarto  
c. Sebelah Selatan : Desa Bakalan Kecamatan Polokarto 
d. Sebelah Barat : Desa Karangwuni dan Bugel Kecamatan Polokarto 
4.2.2 Kondisi Demografi 
Luas wilayah desa Ngombakan adalah 184,5375 Ha, yang terdiri dari 
tanah sawah 99,98 Ha, pemukiman 43,61 Ha, pekarangan 9,47 Ha, Kas Desa atau 
sawah desa 21,47 Ha, lapangan Olah Raga 0,84 Ha, perkantoran pemerintah 0,07 
Ha, bangunan sekolah 0,12 Ha, pertokoan atau kios 0,08 Ha, jalan 8,87 Ha, dan 
usaha perikanan 0,02 Ha. 
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Wilayah Administrasi desa Ngombakan terdiri dari: 
1) Kebayanan : 2 Kebayan 
2) Dukuh  : 14 Dukuh (Geneng, Beton Etan, Beton Kulon, Pengkol,  
3) Rukun Tetangga : 15 RT 
4) Rukun Warga : 6 RW 
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa Ngombakan yaitu: 
Laki-Laki 2.055 orang, Perempuan 2.004 orang, dan jumlah total penduduk desa 
Ngombakan adalah 4.059 orang. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.166 
KK, dan kepadatan penduduknya adalah 2.199 Jiwa/KM
2
.  
4.2.3 Kondisi Ekonomi 
Sementara dari segi perekonomian, sumber penghasilan masyarakat desa 
Ngombakan sangat heterogen, tetapi mayoritas bekerja di sektor agrobisnis yang 
meliputi: pertanian, perkebunan, dan peternakan. 
Tabel 4.1 
Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Ngombakan 
Petani 175 orang 
Buruh tani 44 orang 
Buruh Migran 12 orang 
PNS 63 orang 
Pedagang barang kelontong  39 orang 
Peternak 2 orang 
Tabel berlanjut … 
90 
 
Lanjutan Tabel 4.1 
Montir 4 orang 
Perawat swasta 4 orang 
Bidan swasta 1 orang 
TNI 2 orang 
POLRI 1 orang 
Pengusaha kecil 1 orang 
Guru swasta 34 orang 
Dosen swasta 3 orang 
Seniman/artis 3 orang 
Pedagang keliling 66 orang 
Tukang kayu  7 orang 
Tukang batu 28 orang 
Karyawan perusahaan swasta 722 orang 
Karyawan perusahaan pemerintah 1 orang 
Wiraswasta 491 orang 
Buruh harian lepas 556 orang 
Pengusaha perdagangan hasil bumi 2 orang 
Pemilik usaha warung 4 orang 
Dukun/paranormal/supranatural 6 orang 
Sopir 18 orang 
Pemulung 1 orang 
Pengrajin industri rumah tangga 
lainnya 
1 orang 
Tukang jahit 9 orang 
Tukang rias 1 orang 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan Tabel 4.1 
Tukang las 1 orang 
Anggota legislatif 1 orang 
Apoteker 1 orang 
Pelaut  1 orang 
Karyawan honorer 51 orang 
Kontraktor 1 orang 
Buruh usaha jasa transportasi 1 orang 
Sumber: LPPD Desa Ngombakan 2016 
Tingkat Kesejahteraan Keluarga desa Ngombakan yaitu yang termasuk 
Keluarga Prasejahtera terdapat 256 KK, untuk Keluarga Sejahtera 1 terdapat 427 
KK, untuk Keluarga Sejahtera 2 sebanyak 334 KK, sedangkan untuk Keluarga 
Sejahtera 3+ terdapat 149 KK. Sedangkan dari segi pendidikan, penduduk desa 
Ngombakan mayoritas hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) yaitu berjumlah 998 
orang.  
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4.2.4 Struktur Pemerintahan Desa Ngombakan 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Desa Ngombakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Pemerintah Desa Ngombakan, 2017. 
 
 
 
 
 
 
Lurah 
(Sumidi) 
Bayan I 
(Hardiyanto) 
Bayan II 
(Sri Purnomo) 
Sekretaris 
(Rastri Ismawati) 
Kaur Keuangan 
 
(Daryono 
Effendi S.T) 
Kaur 
Pemerintahan 
 
(Suwarto) 
Kaur 
Pembangunan 
(Totok 
Sukamto) 
Kaur 
Kesejahteraan 
Masyarakat 
(Mukidi) 
Kaur Umum 
 
(Suradi) 
93 
 
4.2.5 Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Ngombakan 
Tabel 4.2 
Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Ngombakan 
 
Jabatan Tingkat Pendidikan 
Kepala Desa SLTA 
Sekretaris Desa Diploma 
Kepala Urusan Pemerintahan SLTP 
Kepala Urusan Pembangunan SLTA 
Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat SLTP 
Kepala Urusan Keuangan S1 
Kepala Urusan Umum SLTA 
Sumber: Pemerintah Desa Ngombakan, 2017. 
4.3 Hasil Penelitian 
4.3.1 Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Pertama, 
tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung 
usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan 
untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014). Disisi lain 
pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang 
meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli 
tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. Rancangan RKP Desa 
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dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah 
diverifikasi (BPKP, 2015). 
Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk 
membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga 
untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan 
dilakukan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat 
Musdus (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Rancangan peraturan desa tentang 
RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa (BPKP, 2015). Begitulah 
tahapan perencanaan sesuai dengan Pemendagri No. 113 tahun 2014. 
Tahap perencanaan di desa Ngombakan dapat dilihat dari flowchart 
dibawah ini: 
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Gambar 4.2 
Flowchart Tahap Perencanaan Pengelolaan ADD di Desa Ngombakan 
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Sementara pada tahap perencanaan di desa Ngombakan terdapat tim 
khusus yang bertugas menyusun Raperdes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 
dengan Sekretaris Desa Ngombakan Bu Rastri Ismawati pada hari Selasa, 30 Mei 
2017 di kantor desa Ngombakan menjelaskan bahwa: 
“Ada tim perencanaannya mbak, terdiri dari Ketua atau sering 
disebut dengan koordinator, sekretaris, bendahara dan anggota. 
Tim itu nantinya akan menyusun Raperdes tentang APB Des, 
baru kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD 
untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa” (Sekretaris Desa 
Ngombakan, 30 Mei 2017). 
Sekretaris Desa juga menyatakan bahwa pemerintah desa Ngombakan 
telah melakukan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
“…kami melakukan setiap tahapan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku mbak…” (Sekretaris Desa Ngombakan, 30 Mei 
2017). 
Namun pada kenyataannya, prosedur yang dilakukan masih belum 
sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Yang berbeda adalah bahwa 
pemerintah desa Ngombakan tidak memulai tahap perencanaan dengan 
Musyawarah Dusun (Musdus) tetapi dengan musyawarah tiap RW. Kemudian 
terkait dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa di desa Ngombakan, 
pemerintah desa Ngombakan telah menyusun RPJM Desa. Sayangnya untuk 
penyusunan RKP Desa belum dapat terealisasi pada tahun ini akibat harddisk 
yang digunakan menyimpan data di desa Ngombakan mengalami kerusakan. Hal 
ini sesuai dengan pernyataan dari Kaur Pembangunan desa Ngombakan: 
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“Kami memulai perencanaan itu dari RW mbak, baru dibawa ke 
Musyawarah Desa untuk menentukan skala prioritas. Untuk 
RPJM Desa itu sudah disusun sejak awal. Sedangkan untuk 
RKP Desa itu sebenarnya sudah ada filenya mbak, tetapi belum 
disusun karena harddisk saya rusak mbak, begitu pula dengan 
Berita Acara Musrenbang yang mbak tanyakan tadi sebenarnya 
ada tetapi belum di cetak mbak. Alasannya ya karena harddisk 
saya yang rusak. Tapi secepatnya nanti akan disusun, 
InsyaAllah” (Bapak Totok Sukamto, 4 September 2017). 
Musrenbangdes merupakan forum diskusi usulan rencana kegiatan 
pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan 
Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) (Kurrohman, 2015). Prinsip 
ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 
menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di 
desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau 
aspirasi yang berkembang (Diansari, 2015). 
Pada setiap akan dilaksanakan Musrenbangdes, maka pemerintah desa 
Ngombakan akan bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan lembaga-
lembaga masyarakat yang lain seperti RT, RW, tokoh masyarakat dan juga karang 
taruna untuk dimintai pendapat tentang apa yang mereka butuhkan. Hal ini sesuai 
dengan penjelasan dari Kepala Desa Ngombakan, yaitu sebagai berikut: 
“Pemdes dalam merencanakan itu mengumpulkan lembaga-
lembaga desa yang lain seperti RT, RW, tokoh masyarakat, 
PKK, dan Karang Taruna untuk memberikan masukan tentang 
pembangunan dan bidang lain, yang diwadahi dengan adanya 
Musrenbangdes.” (Kepala Desa Ngombakan, 18 Juli 2017). 
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Kepala Desa Ngombakan juga menyatakan bahwa untuk tahun 2017 
difokuskan dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
Musrenbangdes di desa Ngombakan, yaitu: 
1. Betonisasi Dukuh Ngombakan RT 02/05 
2. Betonisasi jalan dan gorong-gorong di Dukuh Geneng RT 02/02 
3. Pembangunan gedung PAUD Ngombakan 
4. Pembangunan pasar desa Ngombakan 
5. Rehab jalan Dukuh Plampang dan Dukuh Pengkol RW 06 
6. Rehab jalan aspal Dukuh Plumbungan RT 01/05 
7. Talud Jalan Sawah 
Desa Ngombakan juga menerima dana bantuan dari pemerintah Provinsi 
sebesar 30 Juta Rupiah di tahun ini. Dana bantuan ini kemudian dialokasikan oleh 
pemerintah desa Ngombakan untuk rehab rumah tidak layak huni dengan empat 
pemanfaat atau empat penerima bantuan.  
Prinsip terpenting dalam Musrenbangdes adalah adanya partisipasi dan 
transparansi dari pihak perangkat desa. Desa Ngombakan juga telah mewujudkan 
prinsip partisipasi dan transparansi. Prinsip partisipasi dapat dilihat dari komitmen 
pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam Musrenbangdes. Sedangkan untuk prinsip transparansi 
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terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil Musrenbangdes telah 
disepakati. 
Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut: 
“Untuk mewujudkan prinsip partisipasi, kami berkomitmen 
untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan 
terkait ADD. Kalau mengenai partisipasi masyarakat disini, 
masyarakat sangat antusias mbak. Bahkan mereka selalu 
menanyakan kapan akan dilaksanakan program-program yang 
telah direncanakan” (Kepala Desa Ngombakan, 18 Juli 2017). 
Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi 
masyarakat desa Ngombakan sangat antusias. Ketika mereka mendapat undangan 
untuk rapat di dusun ataupun rapat di kelurahan, mereka dengan senang hati akan 
ikut hadir dan berpartisipasi guna memberikan masukan dan pendapat untuk 
kesejahteraan masyarakat desa Ngombakan.  
“Untuk masalah transparansi, saat diadakan Musrenbangdes kita 
akan menampung segala pendapat mbak. Tetapi kemudian kita 
juga akan memilah, pendapat manakah yang paling mendesak 
dan kita juga harus memikirkan dari segi anggaran dananya 
mbak. Nantinya hasil Musrenbangdes akan tertuang di Peraturan 
Desa mbak” (Sekretaris Desa Ngombakan, 30 Mei 2017).  
Dari segi transparansi, pemerintah desa Ngombakan mengupayakan 
untuk setransparan mungkin. Sesuai dengan hasil wawancara, pemerintah desa 
Ngombakan selalu menginformasikan hasil dari Musrenbangdes melalui 
penetapan Peraturan Desa (Perdes) Ngombakan. Menurut informan yang telah 
peneliti wawancarai, setiap ada peraturan desa yang ditetapkan, maka akan 
ditempel di papan pengumuman desa Ngombakan. Sayangnya peneliti belum bisa 
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memberikan bukti terkait hal ini, karena setelah di cek di papan pengumuman 
desa Ngombakan, tidak ada Perdes yang ditempel. Yang ada hanya Surat 
Keputusan dari kepala desa mengenai pengumuman khitan masal. 
Pernyataan dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa di atas telah konsisten 
dengan hasil wawancara dari beberapa elemen masyarakat desa Ngombakan. 
Kelima informan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka ikut diundang 
dan berpartisipasi dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musrenbangdes.  
4.3.2 Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah 
dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. 
Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikkan dengan proses realisasi 
anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber 
dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). 
Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 
untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan.  
Pada desa Ngombakan, Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari lima sampai 
delapan anggota yang dibawahi langsung oleh PTPKD atau tim pelaksana desa 
yang di koordinatori oleh Sekretaris Desa, yang bertugas untuk menjalankan, 
mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di 
lapangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Ngombakan 
sebagai berikut: 
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“Untuk kegiatan di lapangan, kami membentuk Tim Pengelola 
Kegiatan (TPK) mbak. TPK ini dibawahi langsung oleh PTPKD 
yang dikoordinatori oleh Sekretaris Desa. Tim ini terdiri dari 
lima sampai delapan anggota yang bertugas untuk menjalankan, 
mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja 
yang ada di lapangan” (Sekretaris Desa Ngombakan, 30 Mei 
2017). 
Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD 
harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan 
dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan 
baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari 
masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014).  
Tidak berbeda pada desa Ngombakan, pemerintah desa Ngombakan juga 
melibatkan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan yang didanai 
oleh ADD. Mereka akan memilih beberapa warga yang kurang mampu untuk 
ditawari sebagai tukang dalam pembangunan fisik program kerja pemerintah desa 
Ngombakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan pemerintah desa 
Ngombakan dan telah konsisten dengan pernyataan dari warga yang ikut 
berpartisipasi dalam pembanggunan fisik program kerja desa Ngombakan. 
Pernyataannya adalah sebagai berikut: 
“…tenaga kerja itu kita sarankan diutamakan itu masyarakat 
lokal dulu. Jadi tujuannya juga pemberdayaan. Kalo memang 
masyarakat nanti itu ada yang perlu dibayar, kita sarankan itu 
masyarakat yang mungkin tidak mampu…” (Kaur Keuangan, 18 
Juli 2017). 
Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam 
kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah 
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desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan 
peraturan Bupati/Walikota (BPKP, 2015). Menurut penjelasan dari Bendahara 
Desa Ngombakan, batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa 
adalah sebesar satu juta Rupiah saja (Bendahara Desa, 18 Agustus 2017). 
Sedangkan dalam penatausahaannya, harus menggunakan sistem yang 
telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan menggunakan aplikasi 
yang telah dikembangkan oleh BPKP. Aplikasi ini diberi nama Aplikasi Sistem 
Tata Kelola Keuangan Desa atau SIMDA Desa yang telah launching pada 13 Juli 
2015 lalu (Oktaresa, 2015: 17).  
Pada desa Ngombakan, juga telah menggunakan aplikasi SIMDA Desa. 
Namun sayangnya pemerintah desa Ngombakan masih menggunakan versi lama 
yaitu versi tahun 2015. Hal inilah yang menurut Kaur Keuangan Desa 
Ngombakan menjadi kendala dalam penatausahaan pengelolaan ADD di 
Ngombakan, seperti dalam pernyataan beliau sebagai berikut: 
“…yang kita sulitkan untuk saat ini, kalau proses 
penatausahaanya itu masih memakai sistem yang tahun 2015… 
kesulitan saat ini untuk pengoperasian aplikasi itu dikarenakan 
belum ada binteks secara detail dari pusat mbak” (Kaur 
Keuangan, 18 Juli 2017).  
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Gambar 4.3 
Flowchart Pengeluaran Dana dari Kepala Urusan Keuangan Desa Ngombakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dikembangkan oleh penulis dari hasil wawancara. 
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Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan diverifikasi oleh 
Sekretaris Desa (BPKP, 2015). 
SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau 
pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dokumen 
verifikasi oleh Sekretaris Desa (ordonator), serta dokumen pengesahan belanja 
oleh Kepala Desa (otorisator) sekaligus juga perintah bagi Bendahara Desa 
(comptable). SPP merupakan dokumen penting dalam penyusunan Laporan 
Realisasi APB Desa. Seluruh SPP kegiatan yang ada pada akhir periode akan 
dikompilasi untuk mengetahui akumulasi belanja untuk setiap kegiatan 
(Permendagri No. 113 Tahun 2014).  
Pengajuan SPP ini dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Belanja (SPTB) dan Bukti Transaksi. SPTB merupakan rekapitulasi SPJ yang 
telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan (TPK). Untuk kebutuhan penyusunan 
realisasi APB Desa serta pengendalian, maka lembar satu SPP dibuat sebanyak 
tiga rangkap, dengan rincian sebagai berikut (BPKP, 2015): 
1. Rangkap 1 (asli) untuk Bendahara Desa, 
2. Rangkap 2 untuk Sekretaris Desa, 
3. Rangkap 3 untuk Pelaksana Kegiatan (TPK). 
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Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari Kepala Urusan Keuangan 
desa Ngombakan pada tanggal 18 Juli 2017: 
“…jadi misalkan setiap saya mau membelanjakan sesuatu, di 
internal desa kan ada TPK, atas koordinasi dari koordinator dan 
Kepala Desa, koordinator memerintahkan saya untuk 
mengambil uang senilai dengan yang dibutuhkan. Kemudian 
saya serahkan ke koordinator, dari koordinator diserahkan ke 
TPK yang mengelola. TPK itu nanti setelah melaksanakan 
kegiatan dia bertanggungjawab penuh untuk SPJ dari kegiatan 
tersebut” (Kaur Keuangan, 18 Juli 2017).  
Jadi setiap Bendahara Desa akan mencairkan dana dari ADD, harus atas 
perintah koordinator yaitu Sekretaris Desa Ngombakan, dan disetujui langsung 
oleh Kepala Desa Ngombakan. Nantinya setelah uang cair, maka dari Bendahara 
Desa akan diserahkan kepada koordinator. Kemudian koordinator akan 
menyerahkan secara langsung kepada TPK yang mengelola program kerja 
pemerintah desa Ngombakan. 
Semua pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Semua transaksi, 
baik pendapatan maupun belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap 
dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara (Permendagri No. 
113 Tahun 2014).  
Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib 
mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan 
Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling 
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan 
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tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku 
Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan 
bersama dengan Kepala Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
Tidak berbeda dengan proses penatausahaan di desa Ngombakan. 
Pemerintah desa Ngombakan juga melakukan proses penatausahaannya sesuai 
dengan peraturan yang telah berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014, 
dimana tugas dari Bendahara Desa adalah mencatat setiap transaksi beserta bukti, 
melakukan tutup buku pada akhir bulan, dan melaporkan kepada Kepala Desa 
terkait pertanggungjawaban uang masuk dan keluar. Hal ini telah sesuai dengan 
pernyataan Kaur Keuangan desa Ngombakan, yaitu: 
“…tugas saya sebagai Kaur Keuangan ya itu mbak, mencatat 
setiap transaksi, melakukan tutup buku kalau sudah akhir bulan, 
dan melaporkan kepada Pak Kades tentang pertanggungjawaban 
uang keluar maupun masuk mbak” (Kaur Keuangan, 18 Juli 
2017). 
Dalam melaksanakan prinsip good governance, pemerintah desa 
Ngombakan memiliki cara tersendiri yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat kemudian menyarankan masyarakat untuk membentuk panitia lokal 
dan tim penerimaan barang untuk crosscheck terkait dengan barang yang dikirim 
kepada panitia lokal. Hal ini dilakukan demi mewujudkan prinsip transparansi. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Ngombakan sebagai berikut: 
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“…Warga itu kami sarankan untuk membentuk Tim Panitia 
Lokal…Untuk masalah transparansinya juga kami sarankan 
untuk membuat tim penerima barang. Kalo setiap ada barang, 
kita sarankan panitia lokal bagian penerima barang itu mencatat. 
Nanti dikemudian hari, TPK akan melaporkan ke RT dan kita 
akan crosscheck mengenai barang yang dikirim kepada panitia 
lokal. Kalau masyarakat sudah menyetujui dan tidak ada selisih, 
itu berarti dianggap memang tujuan kita untuk transparansi dan 
akuntabilitas kepada masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan itu sudah tercapai” (Kepala Desa Ngombakan, 18 
Juli 2017). 
Pernyataan dari Kepala Desa Ngombakan diatas juga sesuai dan 
konsisiten dengan pernyataan dari salah satu warga desa Ngombakan yaitu Bapak 
Samadi warga Dusun Pengkol, yang menyatakan bahwa memang benar ketika ada 
program kerja pembangunan fisik, masyarakat akan dilibatkan dengan membentuk 
panitia lokal untuk crosscheck terkait barang yang diterima oleh panitia lokal di 
lapangan.  
4.3.3  Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam 
pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk 
menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan 
tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke 
BPD.  
Untuk laporan semesteran terdiri dari Laporan Semester Pertama yang 
diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan 
Semester Akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari (DJBPD, 
2016).  
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Sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun. Laporan ini diserahkan 
kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang telah ditetapkan dengan Peraturan 
Desa dengan kesepakatan dari Pemerintah Desa dan BPD. Maka Perdes ini 
disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 41 
Permendagri No. 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan setelah 
tahun anggaran berkenaan (DJBPD, 2016). 
Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa Ngombakan 
telah melakukan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 
Tahun 2014. Bentuk pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa Ngombakan 
meliputi laporan semesteran, yaitu semester awal dan akhir, kemudian laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des. Hal ini sesuai dengan hasil 
wawancara peneliti dengan Kepala Desa Ngombakan sebagai berikut: 
“Jadi untuk pertanggungjawabannya, itu dimulai dari laporan 
pertanggungjawaban semester satu dan semester akhir, 
kemudian nanti di akhir tahun akan disusun laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des beserta 
lampiran yang diwajibkan. Dan kami juga telah melakukan 
mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan yang 
berlaku dari Kabupaten mbak” (Kepala Desa Ngombakan, 18 
Juli 2017). 
Kepala Desa Ngombakan juga menyatakan kendala yang dihadapi 
selama proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kendala yang dihadapi adalah 
adanya keterlambatan dari Kabupaten terkait Perbup yang berlaku tentang 
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pengelolaan ADD, pencairan  ADD sampai dengan peraturan terkait dengan 
evaluasi. Dan hal ini berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan 
akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan terlambat dan pencairan 
dana ADD tahun berikutnya juga akan terlambat. Sebenarnya pemerintah desa 
Ngombakan mengetahui bahwa ini salah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa 
dikarenakan desa sangat begantung terhadap Kabupaten. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan dari Kepala Desa sebagai berikut: 
“Selama ini tidak ada kesulitan ya mbak waktu penyusunan 
pertanggungjawaban, kalau kendala itu ada. Kendalanya itu dari 
pusat mbak, dalam penjadwalan setiap mekanisme pengelolaan 
ADD itu terlambat, dan itu berdampak terhadap setiap proses 
dari pengelolaan Alokasi Dana Desa terutama dalam pelaporan 
mbak. Sedangkan kalo kita melaporkannya telat maka pencairan 
dana tahun berikutnya juga akan terlambat” (Kepala Desa 
Ngombakan, 18 Juli 2017). 
Semua kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, 
dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa 
(Hehamahua, 2015). Oleh karena itu pemerintah desa Ngombakan wajib 
melaksanakan prinsip good governance dalam proses pertanggungjawaban, yaitu 
prinsip transparansi dan akuntabilitas. 
Desa Ngombakan telah melaksanakan prinsip good governance dalam 
proses pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari dipublikasikannya 
penggunaan dana ADD melalui banner yang dipasang saat acara besar 
dilaksanakan di kantor Kelurahan desa Ngombakan. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan dari Kepala Desa Ngombakan sebagai berikut: 
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“untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi 
terhadap masyarakat, kami selaku pemerintah desa Ngombakan 
akan mencetak banner yang menginformasikan tentang Alokasi 
Dana Desa dan penggunaannya mbak. Biasanya banner itu kita 
keluarkan ketika ada acara besar di balai desa Ngombakan 
supaya warga dapat mengetahui besaran ADD yang didapat oleh 
desa dan penggunaannya” (Kepala Desa Ngombakan, 18 Juli 
2017). 
Pernyataan dari Kepala Desa Ngombakan diatas telah sesuai dan 
konsisten dengan pernyataan dari masyarakat desa Ngombakan Bapak Suyono, 
yang menyatakan bahwa memang benar adanya banner mengenai penggunaan 
dana ADD yang selalu dipasang ketika terdapat acara yang diselenggarakan di 
kantor Kelurahan desa Ngombakan. 
4.4  Pembahasan 
4.4.1  Perencanaan  
Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Desa Ngombakan bahwa 
pemerintah desa Ngombakan telah melakukan prosedur pengelolaan Alokasi Dana 
Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
Setelah melakukan wawancara dan mencocokkan dengan peraturan yang 
berlaku maka pemerintah desa Ngombakan dianggap memang telah melakukan 
prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 
Tahun 2014. Mulai dari melakukan Musdus, Musrenbang, dan juga dalam 
melakukan proses perencanaan dalam penyusunan RKP Desa, RPJM Desa dan 
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APB Desa, semua telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Tetapi 
memang dari segi ketepatan waktu dalam proses perencanaan ini sedikit terlambat 
dikarenakan kendala dari pusat. 
4.4.2 Pelaksanaan 
Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan 
Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang pertama kali harus dilakukan adalah 
untuk membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu program kerja. Setelah itu 
membuat SPP untuk mencairkan dana guna membiayai program kerja yang 
dilaksanakan oleh TPK. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mekanisme 
pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Ngombakan telah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
Sedangkan dalam penatausahaannya, harus menggunakan sistem yang 
telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan menggunakan aplikasi 
yang telah dikembangkan oleh BPKP. Di desa Ngombakan telah menggunakan 
aplikasi SIMDA Desa. Namun sayangnya pemerintah desa Ngombakan masih 
menggunakan versi lama yaitu versi tahun 2015. Hal inilah yang menurut Kaur 
Keuangan desa Ngombakan menjadi kendala dalam penatausahaan pengelolaan 
ADD di Ngombakan. 
4.4.3 Pertanggungjawaban 
Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, bentuk laporan 
pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemerintah desa meliputi: laporan 
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semesteran pada bulan Juli dan akhir bulan Januari, kemudian laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang diserahkan paling 
lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran dengan dilampiri 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa TA berkenaan, laporan 
kekayaan milik desa per 31 Desember TA berkenan, dan program pemerintah dan 
pemerintah daerah yang masuk ke desa. 
Kepala Desa Ngombakan telah menyatakan bahwa pemerintah desa 
Ngombakan sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Mulai dari laporan semesteran, hingga laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa beserta lampiran-lampiran 
yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi masih 
terdapat kendala dari pusat terkait keterlambatan jadwal dari Kabupaten, yang 
akhirnya membuat laporan pertanggungjawaban desa Ngombakan juga tidak tepat 
waktu sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.  
4.4.4 Prinsip Akuntabilitas (Good Governance) 
Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintah 
maupun para aparat yang  bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun 
melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan 
masyarakat (Krina, 2003). 
Akuntabilitas dalam proses perencanaan yang sesuai dengan Permendagri 
No. 113 Tahun 2014 yaitu dengan menyusun Berita Acara Musrenbangdes, RPJM 
Desa, RKP Desa, APB Desa yang kemudian ditetapkan melalui Perdes. Kemudian 
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akuntabilitas dalam proses pelaksanaan terlihat dari proses penatausahaannya 
yang meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas 
Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dll. Sedangkan dalam proses 
pertanggungjawaban diwajibkan bagi pemerintah desa untuk melaporkan laporan 
penggunaan dana tiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APB Desa.  
Hal ini telah sesuai dengan hasil wawancara, bahwa di desa Ngombakan 
pun telah melakukan mekanisme yang serupa. Baik dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan dan penatausahaan, sampai dengan tahap pertanggungjawaban. 
Meskipun dalam tahap perencanaannya masih terdapat kekurangan yaitu 
mengenai penyusunan Berita Acara Musrenbangdes dan RKP Desa yang belum 
terealisasi akibat harddisk yang rusak, tetapi pada tahap yang lain telah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa 
Ngombakan telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi 
Dana Desa. 
4.4.5  Prinsip Transparansi (Good Governance) 
Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang 
keuangan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Sedangkan menurut Krina  
(2003), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 
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yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 
hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003). 
Prinsip transparansi di desa Ngombakan terlihat dari adanya peraturan 
desa yang dibuat setelah hasil Musrenbangdes telah disepakati. Kemudian dapat 
dilihat pula dalam blog pemerintah desa Ngombakan. Meskipun masih belum 
lengkap, setidaknya sudah ada upaya dari pemerintah desa Ngombakan untuk 
mewujudkan prinsip transparansi pada tahap perencanaan pengelolaan ADD di 
desa Ngombakan.  
Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa 
pemerintah desa Ngombakan telah mewujudkan prinsip transparansi dengan 
sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada tahap pelaksanaan, dimana pemerintah desa 
Ngombakan menyarankan warga untuk membentuk Panitia Lokal di dusun yang 
mendapatkan program kerja, dengan tujuan agar tercapainya prinsip transparansi.  
Kemudian dalam proses pertanggungjawaban bentuk transparansinya 
dapat dilihat dari banner tentang penggunaan Alokasi Dana Desa yang selalu 
terpampang dalam acara besar di Kelurahan desa Ngombakan, sehingga warga 
dapat mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan dan penggunaan ADD di 
desa Ngombakan. 
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4.4.6  Prinsip Partisipasi (Good Governance) 
Musrenbangdes dalam tahap perencanaan harus berpedoman pada 
prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) 
(Kurrohman, 2015). Prinsip ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam 
pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan 
khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat 
merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang (Diansari, 2015). 
Prinsip partisipasi dalam tahap perencanaan dapat dilihat dari komitmen 
pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam Musrenbangdes. Pada setiap akan dilaksanakan 
Musrenbangdes, maka pemerintah desa Ngombakan akan bekerja sama dengan 
BPD untuk mengumpulkan lembaga-lembaga masyarakat yang lain seperti RT, 
RW, tokoh masyarakat, PKK dan juga karang taruna untuk dimintai pendapat 
tentang apa yang mereka butuhkan demi kesejahteraan masyarakat desa.  
Kemudian, untuk tahap pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh 
ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan 
dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan 
baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari 
masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014). 
Dari lima informan yang diwawancarai oleh peneliti, mereka semua 
menyatakan bahwa mereka terlibat aktif dalam proses pengelolaan Alokasi Dana 
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Desa. Hal ini berarti bahwa, prinsip partisipasi sudah diwujudkan secara nyata 
oleh pemerintah desa Ngombakan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
Perencanaan desa Ngombakan mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) 
tiap RW, Musrenbangdes, penyusunan RPJM Desa dan APB Des secara garis 
besar telah disusun sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun 
terdapat sedikit perbedaan, kemudian masih banyak kendala dalam ketepatan 
waktu penyusunan RKP Desa dan pelaksanaan Musrenbangdes, tetapi masyarakat 
desa Ngombakan terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan 
desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan 
dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa.  
Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan desa 
Ngombakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan 
transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. 
Tahap pelaksanaan dan penatausahaannya dalam pengelolaan Alokasi 
Dana Desa di desa Ngombakan secara teknis telah 100% sesuai dengan 
Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun Sekretaris Desa menyatakan bahwa 
di tahun ini terdapat keterlambatan dari penyaluran dana, kemudian Bendahara 
Desa juga menyatakan adanya kendala terkait penggunaan aplikasi versi lama, 
yaitu versi 2015, tetapi setiap tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, penatausahannya sudah menggunakan format yang sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, dan juga dalam pelaksanaannya telah melibatkan 
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masyarakat sebagai TPK, kemudian dibentuk panitia lokal demi mewujudkan 
prinsip transparansi.  
Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pelaksanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan 
terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya. 
Tahap pertanggungjawaban Kepala Desa Ngombakan kepada Bupati 
Sukoharjo, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai 
dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sayangnya masih terdapat 
keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini, dikarenakan 
adanya keterlambatan dari pusat. Sebenarnya untuk tahun 2014-2015 laporan 
pertanggungjawab telah dipublikasikan dalam blog pemerintah desa Ngombakan. 
Sedangkan untuk tahun 2016-2017 belum dipublikasikan. Tetapi dalam 
penggunaan Dana Desa telah dicetak di banner untuk dipublikasikan kepada 
masyarakat ketika terdapat acara di kelurahan desa Ngombakan. Hal ini bertujuan 
agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci terkait penggunaan Alokasi Dana 
Desa.  
Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 
pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngombakan sudah dapat 
dikatakan akuntabel dan transparan. 
 
 
119 
 
5.2  Keterbatasan  
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di 
uraikan di atas, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Penelitian ini hanya membahas terkait tiga tahap pengelolaan Alokasi Dana 
Desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Jadi 
penelitian ini belum sampai membahas tentang pengawasan baik dari pihak 
BPD dan dari kabupaten maupun pusat. 
2. Hasil penelitian ini cenderung hanya menyajikan perbandingan antara 
kesesuaian Permendagri dengan aplikasi di lapangan, sehingga keterbatasan 
dalam penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap 
komponen pengelolaan Alokasi Dana Desa dan tidak pula membahas 
nominal keuangan desa. 
3. Kurangnya jumlah informan dalam pengumpulan data melalui wawancara 
yaitu masyarakat desa. 
4. Kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa Ngombakan terkait 
pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah di uraikan di atas, maka 
saran dari penelitian ini adalah: 
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1. Bagi penelitian selanjutnya agar membahas masing-masing komponen 
Alokasi Dana Desa secara rinci, detail dan mendalam.  
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan lagi jumlah informan 
yaitu BPD dan masyarakat desa yang lebih banyak jumlahnya agar dapat 
menilai dengan pasti mengenai prinsip good governance dalam pengelolaan 
Alokasi Dana Desa. 
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar dapat mencari objek penelitian 
yang dapat terbuka agar penelitian yang dilakukan bisa sedetail dan serinci 
mungkin. 
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian 
No 
Bulan Maret April Mei Juni Juli Agustus September 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
X X X X X    
                    
2 Konsultasi    X X X X                      
3 Revisi 
Proposal 
     X X X 
                    
4 Seminar 
Proposal 
           
  X      
         
5 Pengumpulan 
Data 
           
X     X X X 
  
  
 
X 
   
6 Analisis Data                  X X X   X X X    
7 Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
                       
X X 
   
8 Pendaftaran 
Munaqosah 
                        
X 
   
9 Munaqosah                            X 
10 Revisi Skripsi                            X 
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Lampiran 2 
Pedoman Wawancara 
A. Tahap Perencanaan 
1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang 
dilakukan oleh pemerintah Desa Ngombakan? 
2. Bagaimana pemerintah Desa Ngombakan mewujudkan prinsip 
transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi 
Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
4. Siapa saja yang hadir pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan 
Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Ngombakan? 
5. Apa sajakah program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat 
yang di danai oleh Alokasi Dana Desa Ngombakan? 
B. Tahap Pelaksanaan 
1. Bagaimana proses pelaksanaan dan mekanisme penatausahaan dalam 
pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngombakan? 
2. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Ngombakan dalam melakukan 
proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Ngombakan? 
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3. Bagaimana peran pemerintah Desa Ngombakan dalam mendukung 
keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat 
dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa? 
4. Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di 
danai dari Alokasi Dana Desa? 
5. Bagaimana pemerintah Desa Ngombakan melaksanakan prinsip 
akuntabilitas dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan 
Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
C. Tahap Pertanggungjawaban 
1. Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolan Alokasi Dana Desa 
Ngombakan? 
2. Apa sajakah jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa 
Ngombakan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Ngombakan? 
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Ngombakan dalam membuat 
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang  berlaku? 
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural dan telah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 
5. Bagaimana pemerintah Desa Ngombakan melaksanakan prinsip 
akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa 
dalam mewujudkan good governance? 
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Lampiran 3 
Transkrip Hasil Wawancara 
Informan : Sumidi 
Jabatan : Kepala Desa Ngombakan 
Tempat : Kantor Kepala Desa Ngombakan 
Tanggal : 18 Juli 2017 
Waktu  : 10.15 WIB 
A. Tahap Perencanaan 
1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang 
dilakukan oleh pemerintah desa Ngombakan? 
Jawaban:  
“Untuk alur perencanaannya, dimulai dari rapat tiap RW, kemudian 
dibawa ke Musdes untuk menentukan skala prioritas. Sekdes menyusun 
RAPB Des yang dibahas bersama BPD dan disetujui Kades, nanti RAPB 
Des diserahkan ke Bupati melalui Camat. Jika ada evaluasi maka harus 
diperbaiki dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja. Jika telah disetujui 
maka Perdes tentang APB Des dapat segera ditetapkan”. 
 
2. Bagaimana pemerintah desa Ngombakan mewujudkan prinsip 
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban:  
“Untuk akuntabilitas itu dapat dilihat dari Perdes yang ditempel di papan 
pengumuman. Terkait prinsip transparansi, dengan adanya Musyarah tiap 
RW maupun Musrenbangdes itu sudah menjadi bentuk transparansi, 
karena kita membahas bersama tanpa ada hal yang ditutup-tutupi. 
Sedangkan untuk prinsip partisipasi, kami berkomitmen untuk selalu 
melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan terkait ADD. Pemdes dalam 
merencanakan itu mengumpulkan lembaga-lembaga desa yang lain seperti 
RT, RW, tokoh masyarakat, PKK, dan Karang Taruna untuk memberikan 
masukan tentang pembangunan dan bidang lain, yang diwadahi dengan 
adanya Musrenbangdes. Kalau mengenai partisipasi masyarakat disini, 
masyarakat sangat antusias mbak. Bahkan mereka selalu menanyakan 
kapan akan dilaksanakan program-program yang telah direncanakan. 
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Karena mereka telah membuat panitia lokal untuk melaksanakan program 
kerja sesuai dengan hasil Musrenbangdes”. 
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban:  
“Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Mereka yang diundang 
selalu mengusahakan untuk datang. Jika dibandingkan dengan yang tidak 
datang ya banyak yang datang”. 
 
4. Siapa saja yang hadir pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan 
Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Ngombakan? 
Jawaban:  
“Kami mengundang seluruh elemen masyarakat. Ada dari BPD,  RT, RW, 
Tokoh masyarakat, PKK, Karang Taruna dan lembaga masyarakat yang 
lain”. 
 
5. Apa sajakah program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 
yang di danai oleh Alokasi Dana Desa Ngombakan? 
Jawaban:  
“Untuk tahun 2017 ini ADD difokuskan untuk pembangunan infrastruktur 
desa. Ada yang digunakan untuk betonisasi jalan dan gorong-gorong, ada 
juga pembangunan gedung PAUD baru, pembangunan pasar desa, rehab 
jalan, dan membuat talud jalan sawah”. 
 
B. Tahap Pelaksanaan 
1. Bagaimana proses pelaksanaan dan mekanisme penatausahaan dalam 
pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngombakan? 
Jawaban:  
“Untuk pelaksanaannya, setelah Perdes tentang APBDes ditetapkan, maka 
langkah selanjutnya TPK yang telah ditunjuk harus segera mengajukan 
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Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah RAB disahkan maka TPK 
berhak untuk belanja barang dan jasa yang dibutuhkan. Setelah menerima 
kuitansi atau faktur atau nota, kemudian TPK wajib mengajukan Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Sekretaris untuk diverifikasi dan 
disetujui oleh Kepala Desa. Baru setelah SPP disetujui, TPK dapat 
mencairkan uang ke Bendahara desa. Untuk penatausahaannya langsung 
saja ditanyakan ke Kaur Keuangan”. 
 
2. Apakah ada kesulitan dari Pemerintah desa Ngombakan dalam melakukan 
proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Ngombakan? 
Jawaban: 
“Selama ini tidak ada kesulitan mbak”. 
 
3. Bagaimana peran pemerintah desa Ngombakan dalam mendukung 
keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat 
dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa? 
Jawaban:  
“Untuk mewujudkan prinsip transparansi, pemerintah desa Ngombakan 
menyarankan untuk membuat panitia lokal. Jadi untuk masalah 
pembangunan yang sifatnya di setiap RT misalkan pembangunan gorong-
gorong, pembangunan jalan beton dan sebagainya yang di RT-RT itu kita 
sosialisasikan. Sebelum membangun itu kita mendatangi RT, kita 
kumpulkan warga satu RT, untuk warga itu kami sarankan untuk 
membentuk Tim Panitia Lokal, walaupun sebenarnya untuk pembelanjaan 
kan penuh tanggungjawab TPK. Tetapi demi mewujudkan prinsip 
transparansi, kami sarankan dari tim panitia lokal untuk membuat tim 
penerima barang, jangan sampai nanti barang yang dikirim oleh TPK itu 
nantinya tidak diketahui masyarakat. Kalo setiap ada barang, kita sarankan 
panitia lokal bagian penerima barang itu mencatat, berapa barang yang 
datang dan diterima di lapangan. Nanti dikemudian hari itu, untuk TPK 
nanti akan melaporkan ke RT dan kita akan crosscheck kebenaran dari 
laporan TPK terhadap realisasi penerimaan barang di lapangan. Kalo 
mungkin masyarakatnya sudah menyetujui dan tidak ada selisih itu berarti 
dianggap memang tujuan kita untuk transparansi dan akuntabilitas kepada 
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan itu sudah tercapai”. 
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4. Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di 
danai dari Alokasi Dana Desa? 
Jawaban:  
“Kalau di Permendagri-kan untuk pelaksanaannya diwajibkan dengan 
swakelola masyarakat, jadi kita juga mencoba untuk mewujudkan hal itu 
dengan cara mencari masyarakat yang kurang mampu untuk diikutsertakan 
dalam proses pembangunan”. 
 
5. Bagaimana pemerintah desa Ngombakan melaksanakan prinsip 
akuntabilitas dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan 
Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban:  
“Jadi dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas, pemerintah desa 
Ngombakan dan tim panitia lokal akan membentuk tim penerima barang, 
yang betugas untuk mencatat barang yang datang di lapangan. Hal ini 
bertujuan untuk crosscheck kebenaran dari laporan TPK terhadap realisasi 
penerimaan barang di lapangan. Supaya laporan yang dibuat oleh TPK 
tidak ada penyelewengan sedikitpun yang dapat merugikan pemerintah 
desa dan juga warga desa. Kalau mungkin masyarakatnya sudah 
menyetujui dan tidak ada selisih itu berarti dianggap memang tujuan kita 
untuk akuntabel kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan itu 
sudah tercapai”. 
 
C. Tahap Pertanggungjawaban 
1. Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolan Alokasi Dana Desa 
Ngombakan? 
Jawaban:  
“Untuk proses pertanggungjawaban di desa Ngombakan, dimulai dari 
penyusunan laporan pertanggungjawaban semester satu dan semester 
akhir, kemudian nanti di akhir tahun akan disusun laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des yang disampaikan 
kepada Bupati melalui Camat. Dan kami juga telah melakukan mekanisme 
pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan yang berlaku dari 
Kabupaten”. 
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2. Apa sajakah jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
Ngombakan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Ngombakan? 
Jawaban:  
“Jenis pelaporan yang disusun pemerintah desa Ngombakan ada laporan 
semester awal dan akhir; laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APB Des dan juga menyusun Perdes Pertanggungjawaban”. 
 
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa Ngombakan dalam membuat 
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang  berlaku? 
Jawaban:  
“Mengenai kesulitan dalam penyusunan pertanggungjawaban tidak ada. 
Yang ada hanya kendala dari pusat yaitu Kabupaten, dimana dalam 
penjadwalan setiap mekanisme pengelolaan ADD itu terlambat, dan itu 
berdampak terhadap setiap proses dari pengelolaan Alokasi Dana Desa 
terutama dalam pelaporan. Sedangkan kalau kita melaporkannya telat 
maka pencairan dana tahun berikutnya juga akan terlambat”. 
 
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural dan telah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 
Jawaban:  
“Ya harus itu mbak, kami sudah melakukan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Acuannya itu kan Perbup Sukoharjo dan Permendagri No. 113 
Tahun 2014”. 
 
5. Bagaimana pemerintah desa Ngombakan melaksanakan prinsip 
akuntabilitas dan transparansi pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan 
Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban:  
“Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap 
masyarakat, kami selaku pemerintah desa Ngombakan akan mencetak 
banner yang menginformasikan tentang Alokasi Dana Desa dan 
134 
 
penggunaannya mbak. Biasanya banner itu kita keluarkan ketika ada acara 
besar di balai desa Ngombakan, supaya warga dapat mengetahui besaran 
ADD yang didapat oleh desa dan penggunaannya”. 
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Transkrip Hasil Wawancara 
Informan : Rastri Ismawati 
Jabatan : Sekretaris Desa Ngombakan 
Tempat : Kantor Kepala Desa Ngombakan 
Tanggal : 30 Mei 2017 
Waktu  : 10.20 WIB 
A. Tahap Perencanaan 
1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang 
dilakukan oleh pemerintah desa Ngombakan? 
Jawaban:  
“Ada tim perencanaannya mbak, terdiri dari Ketua atau sering disebut 
dengan koordinator, sekretaris, bendahara. Dimana sekretaris desa sebagai 
koordintor, bendahara sebagai pemegang uang, kemudian kaur 
pembangunan, kaur sosial, kaur pemerintahan dan beberapa warga masuk 
sebagai anggota tim. Tim itu nantinya akan menyusun Raperdes tentang 
APB Des, baru kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD 
dan warga untuk ditetapkan menjadi peraturan desa yang akan dikirim ke 
Bupati melalui Camat. Kami telah melakukan tiap tahapannya sesuai 
dengan peraturan yang berlaku”. 
 
2. Bagaimana pemerintah desa Ngombakan mewujudkan prinsip 
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban:  
 “Akuntabilitas di desa Ngombakan dapat dilihat dari penyusunan Perdes. 
Untuk masalah transparansi, saat diadakan Musrenbangdes kita akan 
menampung segala pendapat. Tetapi kemudian kita juga akan memilah, 
pendapat manakah yang paling mendesak dan kita juga harus memikirkan 
dari segi anggaran dananya mbak. Jika mampu didanai oleh ADD maka 
akan masuk ke APB Des, tetapi jika dana itu tidak mampu didanai oleh 
ADD maka nantinya akan kita ajukan ke Kecamatan. Maksimal Alokasi 
Dana yang didanai oleh ADD itu 200 juta Rupiah, kalau lebih dari 200 juta 
Rupiah maka harus diajukan ke Kecamatan. Tinggal nanti Kecamatan akan 
menyetujui atau tidak. Nantinya hasil Musrenbangdes akan tertuang di 
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Peraturan Desa dan ditempel di papan pengumuman desa. Sedangkan 
untuk partisipasi sudah jelas dapat silihat dari warga yang diundang dalam 
rapat RW dan Musrenbangdes”. 
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban:  
“Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Banyak yang mau datang di 
setiap rapat yang diadakan”. 
 
4. Siapa saja yang hadir pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan 
Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Ngombakan? 
Jawaban:  
“Banyak yang datang, mulai dari BPD,  RT, RW, Tokoh masyarakat, 
PKK, Karang Taruna dan lembaga masyarakat yang lain”. 
 
5. Apa sajakah program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat 
yang di danai oleh Alokasi Dana Desa Ngombakan? 
Jawaban:  
“Untuk tahun 2017 ADD kita gunakan untuk betonisasi Dukuh 
Ngombakan RT 02/05, betonisasi jalan dan gorong-gorong di Dukuh 
Geneng RT 02/02, pembangunan gedung PAUD baru Ngombakan, 
pembangunan pasar Desa Ngombakan, rehab jalan Dukuh Plampang dan 
Dukuh Pengkol RW 06, rehab jalan aspal Dukuh Plumbungan RT 01/05, 
dan membuat talud jalan sawah”. 
 
B. Tahap Pelaksanaan 
1. Bagaimana proses pelaksanaan dan mekanisme penatausahaan dalam 
pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngombakan? 
Jawaban:  
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“Untuk tahap pelaksanaan di lapangan, kami membentuk Tim Pengelola 
Kegiatan (TPK). TPK ini dibawahi langsung oleh PTPKD yang 
dikoordinatori oleh Sekretaris Desa. Tim ini terdiri dari lima sampai 
delapan anggota yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan 
melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan”. 
 
2. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa Ngombakan dalam melakukan 
proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Ngombakan? 
Jawaban:  
“Tidak ada kesulitan. Alhamdulillah lancar-lancar saja”. 
 
3. Bagaimana peran pemerintah desa Ngombakan dalam mendukung 
keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat 
dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa? 
Jawaban:  
“Untuk transparansi itu bisa dilihat di blog desa Ngombakan dan juga 
dapat dilihat dari catatan pihak penerima barang dalam panitia lokal. 
Karena pihak penerima barang bertugas untuk mencatat setiap barang yang 
datang di lapangan, yang nantinya akan dicocokkan dengan catatan sari 
pihak TPK”. 
 
4. Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di 
danai dari Alokasi Dana Desa? 
Jawaban:  
“Peran masyarakat itu kalau dalam proses pelaksanaan, dapat dilihat dari 
swakelola masyarakat dalam mengerjakan program kerja. Misal Dukuh 
Geneng dapat program kerja pembuatan gorong-gorong, nantinya yang 
mengerjakan itu merupakan masyarakat Geneng juga, jadi bergotong-
royong demi mencapai kesejahteraan bersama”. 
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5. Bagaimana pemerintah desa Ngombakan melaksanakan prinsip 
akuntabilitas dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan 
Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban:  
“Untuk prinsip akuntabilitas, dapat dilihat dari pembentukan panitia lokal 
dan tim penerima barang. Kemudian dapat dilihat pula dari bentuk laporan 
yang dibuat oleh TPK”. 
 
C. Tahap Pertanggungjawaban 
1. Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolan Alokasi Dana Desa 
Ngombakan? 
Jawaban:  
“Untuk proses pertanggungjawaban, dimulai dari penyusunan laporan 
pertanggungjawaban semesteran, kemudian nanti di akhir tahun akan 
disusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des 
dalam bentuk Perdes pertanggungjawaban yang disampaikan kepada 
Bupati melalui Camat. Bila nanti masih terdapat kesalahan maka dari 
pihak Kabupaten akan mengembalikan laporan dan diberi waktu paling 
lama 7 hari kerja untuk memperbaiki. Tetapi jika sudah benar maka Perdes 
pertanggungjawaban tersebut sudah dapat ditetapkan”. 
 
2. Apa sajakah jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
Ngombakan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Ngombakan? 
Jawaban:  
“Jenis pelaporan yang disusun pemerintah desa Ngombakan sangat 
banyak. Ada laporan tiap semester; laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APB Des beserta lampirannya yaitu LPPD dan laporan 
kekayaan milik Desa per 31 Des TA berkenaan; dan juga menyusun 
Perdes Pertanggungjawaban”. 
 
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa Ngombakan dalam membuat 
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang  berlaku? 
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Jawaban:  
“Dari pusat terlambat mbak dalam  penetapan Perbup. Jadi kita mau 
menyusun RAPB Des sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu dimulai 
dari bulan Oktober dan sudah harus ditetapkan maksimal 31 Desember, 
juga belum berani. Alhasil semua mekanisme terlambat. Dan kami tahu 
sebenarnya ini salah mbak, karena sudah ada jadwal yang ditetapkan dari 
Kemenkeu. Tetapi ya mau gimana lagi mbak, kita cuma bisa menunggu 
dari Kabupaten. Dan hal ini bukan hanya terjadi di desa Ngombakan saja, 
semua desa di Sukoharjo mengalaminya”. 
 
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural dan telah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 
Jawaban:  
“Tentu saja mbak, kami sudah melakukan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku yang mengacu dari Perbup dan Permendagri No. 113 Tahun 
2014”. 
 
5. Bagaimana pemerintah desa Ngombakan melaksanakan prinsip 
akuntabilitas dan transparansi pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan 
Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban:  
“Untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap 
masyarakat, pemerintah desa Ngombakan mencetak banner yang 
menginformasikan tentang Alokasi Dana Desa dan penggunaannya. 
Biasanya banner itu akan terpasang ketika ada acara di balai desa 
Ngombakan, supaya warga dapat membaca dan melihat besaran ADD 
yang didapat oleh desa dan untuk apa saja penggunaannya”. 
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Transkrip Hasil Wawancara 
Informan : Daryono Effendi S.T 
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan Desa Ngombakan 
Tempat : Kantor Kepala Desa Ngombakan 
Tanggal : 18 Juli 2017 
Waktu  : 11.00 WIB 
A. Tahap Perencanaan 
1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang 
dilakukan oleh pemerintah desa Ngombakan? 
Jawaban: - 
2. Bagaimana pemerintah desa Ngombakan mewujudkan prinsip 
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban: - 
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban: - 
4. Siapa saja yang hadir pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan 
Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Ngombakan? 
Jawaban: - 
5. Apa sajakah program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 
yang di danai oleh Alokasi Dana Desa Ngombakan? 
Jawaban: - 
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B. Tahap Pelaksanaan 
1. Bagaimana proses pelaksanaan dan mekanisme penatausahaan dalam 
pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngombakan? 
Jawaban:  
“Untuk mekanisme penatausahaannya sama dengan peraturan yang 
berlaku. Mulai dari membuat RAB, kemudian penyusunan SPP semuanya 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi misalkan setiap saya mau 
membelanjakan sesuatu itu, di internal desa kan ada TPK, atas koordinasi 
dari koordinator dan kepala desa, koordinator memerintahkan saya untuk 
mengambil uang senilai dengan yang dibutuhkan. Kemudian saya 
serahkan ke koordinator, dari koordinator diserahkan ke TPK yang 
mengelola. TPK itu nanti setelah melaksanakan kegiatan dia 
bertanggungjawab penuh untuk SPJ dari kegiatan tersebut. Mengenai tugas 
saya sebagai Kaur Keuangan atau bisa disebut dengan bendahara desa itu  
mencatat setiap transaksi beserta bukti yang lengkap melalui buku kas 
umum; buku kas pembantu pajak; dan buku bank, melakukan tutup buku 
kalau sudah akhir bulan, dan melaporkan kepada Pak Kades tentang 
pertanggungjawaban uang keluar maupun masuk setiap bulan”.  
 
2. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa Ngombakan dalam melakukan 
proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Ngombakan? 
Jawaban:  
“Yang kita sulitkan untuk saat ini, kalau proses penatausahaanya itu masih 
memakai sistem yang tahun 2015, karena saat ini untuk pengoperasian 
aplikasi yang baru belum ada binteks secara detail dari pusat”. 
 
3. Bagaimana peran pemerintah desa Ngombakan dalam mendukung 
keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat 
dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa? 
Jawaban:  
“Kalau untuk transparansi itu-kan dapat dilihat dari blog dan banner yang 
dibuat oleh Pemdes Ngombakan. Tetapi-kan juga tidak sampai detail 
sekali, karena dapat menyalahi aturan”. 
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4. Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di 
danai dari Alokasi Dana Desa? 
Jawaban:  
“Untuk mewujudkan prinsip partisipasi dalam masyarakat desa 
Ngombakan, pemerintah desa Ngombakan dalam melaksanakan program 
kerja yang dibiayai oleh ADD melibatkan masyarakat yang dianggap 
kurang mampu untuk terlibat dalam pembangunan fisik. Jadi, tenaga kerja 
dalam pembangunan fisik program kerja desa itu kita sarankan 
mengutamakan masyarakat lokal dulu. Jadi tujuannya juga pemberdayaan. 
Kalo memang masyarakat nanti itu ada yang perlu dibayar, kita sarankan 
itu masyarakat yang mungkin tidak mampu untuk sedikit membantu biaya 
hidupnya”. 
 
5. Bagaimana pemerintah desa Ngombakan melaksanakan prinsip 
akuntabilitas dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan 
Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban:  
“Untuk akuntabilitas itu terkait dengan pertanggungjawaban, jadi jelas 
dapat dilihat dari setiap pelapora yang kita buat. Warga juga dapat 
mengetahui Dana Desa itu dipakai untuk apa saja”. 
 
C. Tahap Pertanggungjawaban 
1. Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolan Alokasi Dana Desa 
Ngombakan? 
Jawaban: - 
2. Apa sajakah jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
Ngombakan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Ngombakan? 
Jawaban: - 
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3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa Ngombakan dalam membuat 
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang  berlaku? 
Jawaban: - 
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural dan telah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 
Jawaban: - 
5. Bagaimana pemerintah desa Ngombakan melaksanakan prinsip 
akuntabilitas dan transparansi pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan 
Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban: - 
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Transkrip Hasil Wawancara 
Informan : Totok Sukamto 
Jabatan : Kepala Urusan Pembangunan Ngombakan 
Tempat : Kantor Kepala Desa Ngombakan 
Tanggal : 4 September 2017 
Waktu  : 09.45 WIB 
A. Tahap Perencanaan 
1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang 
dilakukan oleh pemerintah desa Ngombakan? 
Jawaban:  
“Kita memulai tahap perencanaan dari rapat tiap RW kemudian baru 
Musdes atau Musrenbangdes. Nanti di Musrenbangdes akan dibahas 
terkait Raperdes tentang  APBDes Ngombakan”. 
 
2. Bagaimana pemerintah desa Ngombakan mewujudkan prinsip 
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban:  
“Untuk akuntabilitas dalam tahap perencanaan akan terlihat dari 
penyusunan RPJM Des, RKP Des, APB Des, dan Berita Acara 
Musrenbangdes. Untuk  RPJM Des itu sudah disusun sejak awal, karena 
dibuat enam tahun sekali. Sedangkan untuk RKP Des itu sebenarnya sudah 
ada filenya, tetapi belum disusun karena harddisk saya rusak. Begitu pula 
dengan Berita Acara Musrenbangdes yang mbak tanyakan tadi sebenarnya 
ada tetapi belum di cetak mbak. Alasannya ya karena harddisk saya yang 
rusak. Tapi secepatnya nanti akan disusun InsyaAllah. Untuk transparansi 
dan partisipasi sudah jelas karena dalam Musrenbangdes kita mengundang 
berbagai elemen masyarakat, tanpa ada yang ditutup-tutupi dan kita setujui 
bersama”. 
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
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Jawaban:  
“Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Mereka yang diundang 
untuk ikut rapat baik rapat tingkat RW maupun dalam Musrenbangdes 
selalu mengusahakan untuk datang. Kira-kira prosentase kehadiran warga 
yang diundang bisa mencapai 90%”. 
 
4. Siapa saja yang hadir pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan 
Desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Ngombakan? 
Jawaban:  
“Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kami mengundang berbagai 
elemen masyarakat. Ada dari BPD,  RT, RW, Tokoh masyarakat, PKK, 
Karang Taruna dan juga lembaga masyarakat yang lain”. 
 
5. Apa sajakah program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 
yang di danai oleh Alokasi Dana Desa Ngombakan? 
Jawaban:  
“Untuk tahun 2017 itu ADD banyak digunakan untuk infrastruktur desa 
seperti betonisasi di Dukuh Ngombakan, betonisasi jalan dan gorong-
gorong, membuat talud jalan sawah, rehab jalan, dan lain-lain. Untuk 
secara detail nanti bisa ditanyakan ke Bu Carik saja”. 
 
B. Tahap Pelaksanaan 
1. Bagaimana proses pelaksanaan dan mekanisme penatausahaan dalam 
pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngombakan? 
Jawaban: - 
2. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa Ngombakan dalam melakukan 
proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Ngombakan? 
Jawaban: - 
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3. Bagaimana peran pemerintah desa Ngombakan dalam mendukung 
keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat 
dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa? 
Jawaban: - 
4. Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di 
danai dari Alokasi Dana Desa? 
Jawaban: - 
5. Bagaimana pemerintah desa Ngombakan melaksanakan prinsip 
akuntabilitas dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan 
Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban: - 
C. Tahap Pertanggungjawaban 
1. Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolan Alokasi Dana Desa 
Ngombakan? 
Jawaban: - 
2. Apa sajakah jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
Ngombakan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Ngombakan? 
Jawaban: - 
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa Ngombakan dalam membuat 
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang  berlaku? 
Jawaban: - 
147 
 
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural dan telah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 
Jawaban: - 
5. Bagaimana pemerintah desa Ngombakan melaksanakan prinsip 
akuntabilitas dan transparansi pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan 
Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance? 
Jawaban: - 
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Hasil Wawancara Kepada Masyarakat Desa Ngombakan 
A. Tokoh Masyarakat 
Informan : Imam 
Jabatan : Tokoh Masyarakat 
Tempat : Rumah Bp. Imam 
Tanggal : 4 September 2017 
Waktu : 16.30 WIB 
1. Apakah Bapak, Ibu atau Saudara diundang dalam musyawarah desa atau 
Musrenbangdes? 
Jawaban:  
“Iya mbak, beberapa tokoh masyarakat seperti saya dan beberapa warga 
yang diundang oleh pemerintah desa, ikut berpartisipasi dalam 
musyawarah dusun maupun Musrenbangdes. Biasanya kita akan dimintai 
pendapat tentang program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat demi 
kesejahteraan masyarakat desa Ngombakan. Semua masukan ditampung, 
tetapi pada akhirnya hanya beberapa saja yang bisa terlaksana mbak, 
karena ada pemilihan skala prioritas”. 
 
2. Apakah benar bahwa pemerintah desa Ngombakan menyarankan warga 
lokal dalam pelaksanaan program kerja pembangunan fisik sebagai wujud 
partisipasi dalam pengelolaan ADD? 
Jawaban:  
 “Setahu saya itu, kalau pelaksanaan kan dibawah kewenangan TPK mbak 
yang mengurusi. Kemudian dari yang saya lihat kemarin waktu ada 
pembangunan gorong-gorong di dukuh Geneng itu yang mengerjakan atau 
tukangnya itu dari warga dukuh Geneng semua. Berarti ya pemerintah 
desa Ngombakan terkait dengan prinsip partisipasi jelas telah diwujudkan 
mbak”. 
 
3. Apakah benar bahwa pemerintah desa Ngombakan menyarankan untuk 
membuat panitia lokal sebagai wujud transparansi dari pengelolaan ADD? 
Jawaban:  
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“Benar sekali itu mbak. Jadi ketika sudah ditentukan program kerja tahun 
ini apa saja, kemudian itu akan disosialisasikan kepada RT yang menerima 
program kerja. Dalam sosialisasi tersebut akan dibentuk TPK dan panitia 
lokal yang akan melaksanakan di lapangan. Nanti di dalam panitia lokal itu 
ada tim penerima barang yang akan mencatat segala penerimaan barang 
yang dikirim TPK di lapangan”. 
 
4. Apakah benar bahwa setiap ada acara di Kelurahan desa Ngombakan, 
pemerintah desa Ngombakan selalu mempublikasikan banner yang berisi 
tentang penggunaan ADD dalam mewujudkan akuntabilitas dan 
transparansi dalam pengelolaan ADD? 
Jawaban: 
“Iya mbak, kalau banner tentang penggunaan dana ADD pasti selalu 
dipublikasikan setiap ada acara di Kelurahan. Di blog-nya pemerintah desa 
Ngombakan juga ada mbak”. 
 
B. Ketua Karang Taruna 
Informan : Agung Riswanto 
Jabatan : Ketua Karang Taruna 
Tempat : Rumah Sdr. Agung 
Tanggal : 4 September 2017 
Waktu : 18.15 WIB 
1. Apakah Bapak, Ibu atau Saudara diundang dalam musyawarah desa atau 
Musrenbangdes? 
Jawaban:  
“Saya diundang mbak dalam musyawarah desa, kami dimintai untuk 
pengajuan proposal tentang program bagi Karang Taruna. Jika nanti 
disetujui maka kita bisa melaksanakan program, jika tidak disetujui ya 
kami tidak bisa berbuat apa-apa”. 
 
2. Apakah benar bahwa pemerintah desa Ngombakan menyarankan warga 
lokal dalam pelaksanaan program kerja pembangunan fisik sebagai wujud 
partisipasi dalam pengelolaan ADD? 
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Jawaban:  
“Wah terkait hal itu, saya tidak tahu mbak. Soalnya saya juga jarang di 
rumah karena kerja pulang malam”. 
 
3. Apakah benar bahwa pemerintah desa Ngombakan menyarankan untuk 
membuat panitia lokal sebagai wujud transparansi dari pengelolaan ADD? 
Jawaban:  
“Untuk hal ini, saya juga tidak tahu mbak karena saya sibuk kerja. Dan 
juga saya sebagai ketua karang taruna kan juga hanya fokus terkait 
masalah karang taruna. Jadi saya tidak tahu-menahu mbak”. 
 
4. Apakah benar bahwa setiap ada acara di Kelurahan desa Ngombakan, 
pemerintah desa Ngombakan selalu mempublikasikan banner yang berisi 
tentang penggunaan ADD dalam mewujudkan akuntabilitas dan 
transparansi dalam pengelolaan ADD? 
Jawaban: 
“Kalau itu memang benar ada mbak. Saya juga lihat kalau di undang di 
acara besar yang dilaksanakan di Kelurahan itu pasti ada banner tentang 
penggunaan dana ADD. Sama seperti waktu acara 17-an kemarin 
bannernya juga dipasang di depan”. 
 
 
C. Anggota PKK Desa Ngombakan 
Informan : Woro 
Jabatan : Anggota PKK 
Tempat : PAUD Ngombakan 
Tanggal : 4 September 2017 
Waktu : 11.00 WIB 
1. Apakah Bapak, Ibu atau Saudara diundang dalam musyawarah desa atau 
Musrenbangdes? 
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Jawaban:  
“Iya mbak, saya sebagai bagian dari PKK desa Ngombakan ikut diundang 
dalam Musdus dan Musrenbangdes. Kebetulan saya juga guru di PAUD 
Ngombakan mbak, tahun ini kita dapat dana untuk pembangunan gedung 
PAUD baru mbak. Dan ini masih dalam tahap pengerjaan”. 
 
2. Apakah benar bahwa pemerintah desa Ngombakan menyarankan warga 
lokal dalam pelaksanaan program kerja pembangunan fisik sebagai wujud 
partisipasi dalam pengelolaan ADD? 
Jawaban:  
“Iya mbak betul, contohnya saja saat ini ada pembangunan gedung PAUD 
baru itu, tukangnya juga dari warga desa semua. Coba mbak crosscheck 
dan tanya saja disana mbak”. 
 
3. Apakah benar bahwa pemerintah desa Ngombakan menyarankan untuk 
membuat panitia lokal sebagai wujud transparansi dari pengelolaan ADD? 
Jawaban:  
“Iya mbak dari yang saya dengar di Musrenbangdes seperti itu.  Kan 
setelah tahu program kerja dalam pembangunan fisik, nanti pemdes itu 
akan sosialisasi ke RT. Kemudian dari situ dibentuk tim panitia lokal. 
Tujuannya agar terwujud transparansinya”. 
 
4. Apakah benar bahwa setiap ada acara di Kelurahan desa Ngombakan, 
pemerintah desa Ngombakan selalu mempublikasikan banner yang berisi 
tentang penggunaan ADD dalam mewujudkan akuntabilitas dan 
transparansi dalam pengelolaan ADD? 
Jawaban: 
“Ada mbak bannernya. Banner itu akan dipasang jika ada acara di 
Kelurahan mbak”. 
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D. Warga Desa Ngombakan 
Informan : Suyono 
Jabatan : Warga Desa Ngombakan 
Tempat : Gedung PAUD Baru Ngombakan 
Tanggal : 4 September 2017 
Waktu : 12.00 WIB 
1. Apakah Bapak, Ibu atau Saudara diundang dalam musyawarah desa atau 
Musrenbangdes? 
Jawaban:  
“Saya hanya diundang waktu rapat RT mbak, karena RT saya dapat 
program kerja pembangunan gedung PAUD baru. Ketika musrenbangdes 
dan musyawarah di RW saya tidak diundang, ya mungkin karena saya 
bukan orang penting mbak”. 
 
2. Apakah benar bahwa pemerintah desa Ngombakan menyarankan warga 
lokal dalam pelaksanaan program kerja pembangunan fisik sebagai wujud 
partisipasi dalam pengelolaan ADD? 
Jawaban:  
“Betul mbak, ini semua pekerja untuk pembangunan gedung PAUD baru 
adalah warga asli Ngombakan. Kami ditugasi untuk membangun gedung 
PAUD yang baru oleh Pak Kades…Ya kami tentu digaji mbak, kan kami 
juga ikut rapat yang diadakan dalam pembentukan TPK. Kami dipilih 
karena menurut pemerintah Desa, kami termasuk warga yang kurang 
mampu. Hal ini sangat kita syukuri mbak, karena dapat menambah 
penghasilan kita”. 
 
3. Apakah benar bahwa pemerintah desa Ngombakan menyarankan untuk 
membuat panitia lokal sebagai wujud transparansi dari pengelolaan ADD? 
Jawaban:  
“Iya mbak, disini ada panitia lokalnya. Mereka bertugas untuk mencatat 
barang yang dikirim mbak, seperti pasir; batubata; semen; dan lain-lain. 
Nah itu nanti katanya hasil pencatatannya akan dicocokkan dengan catatan 
dari TPK gitu”. 
153 
 
 
4. Apakah benar bahwa setiap ada acara di Kelurahan desa Ngombakan, 
pemerintah desa Ngombakan selalu mempublikasikan banner yang berisi 
tentang penggunaan ADD dalam mewujudkan akuntabilitas dan 
transparansi dalam pengelolaan ADD? 
Jawaban: 
“Banner itu ada mbak, kemarin saya lihat di acara 17-an. Tentulah mbak 
saya penasaran dengan pengelolaan ADD, sama saja itu kan uang kita, jadi 
setiap ada acara yang dilaksanakan di Kelurahan pasti ada banner yang 
isinya penggunaan ADD mbak. Jadi kami masyarakat dapat megetahui 
penggunaan ADD-nya mbak”.  
 
E. Warga Desa Ngombakan 
Informan : Samadi 
Jabatan : Warga Desa Ngombakan 
Tempat : Rumah Bp. Samadi 
Tanggal : 4 September 2017 
Waktu : 17.20 WIB 
1. Apakah Bapak, Ibu atau Saudara diundang dalam musyawarah desa atau 
Musrenbangdes? 
Jawaban:  
“Saya ikut diundang mbak di Musyawarah RW, kalo musrenbang saya 
tidak di undang. Tetapi saya banyak memberikan pendapat dan usul ketika 
ikut berpartisipasi dalam rapat RW”. 
 
2. Apakah benar bahwa pemerintah desa Ngombakan menyarankan warga 
lokal dalam pelaksanaan program kerja pembangunan fisik sebagai wujud 
partisipasi dalam pengelolaan ADD? 
Jawaban:  
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“Yang saya tahu memang banyak warga yang dilibatkan dalam program 
pembangunan fisik, khususnya. Biasanya pemerintah desa dengan TPK 
akan memilih beberapa warga untuk ditawari menjadi tukang mbak”. 
3. Apakah benar bahwa pemerintah desa Ngombakan menyarankan untuk 
membuat panitia lokal sebagai wujud transparansi dari pengelolaan ADD? 
Jawaban:  
“Iya mbak, misal Dusun Pengkol mendapat program untuk membuat talud, 
maka nanti akan diadakan musyawarah Dusun untuk membentuk TPK dan 
panitia lokal. Panitia lokal itu tugasnya kalau tidak salah itu untuk 
kejujuran itu lho mbak, jadi nanti TPK ngirim pasir sekian akan dicatat 
oleh panitia lokal kemudian di akhir akan dicocokkan dengan catatan dari 
TPK, yang saya dengar seperti itu mbak”. 
 
4. Apakah benar bahwa setiap ada acara di Kelurahan desa Ngombakan, 
pemerintah desa Ngombakan selalu mempublikasikan banner yang berisi 
tentang penggunaan ADD dalam mewujudkan akuntabilitas dan 
transparansi dalam pengelolaan ADD? 
Jawaban: 
“Setahu saya kemarin ada mbak banner tentang penggunaan dana ADD. 
Waktu acara di kelurahan yang terakhir kemarin banner itu di pasang di 
depan”. 
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Lampiran 4 
Foto Pelaksanaan Musrenbangdes 
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Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Ngombakan, 2017. 
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Lampiran 5 
Foto Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Pembangunan Talud Jalan Sawah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Foto Pribadi Penulis, diambil pada 18 Juli 2017 dan 4 September 2017. 
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Lampiran 6 
Foto Banner Penggunaan Alokasi Dana Desa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Foto Pribadi Penulis, diambil pada 18 Juli 2017. 
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Lampiran 7 
Bukti Peraturan Desa tentang APB Des Pemerintah Desa Ngombakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Foto Pribadi Penulis, diambil pada 4 September 2017. 
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Lampiran 8 
Foto Aplikasi SIMDA Desa di Desa Ngombakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Aplikasi SIMDA Desa di Desa Ngombakan, diambil pada 18 Juli 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161 
 
Lampiran 9 
Contoh RAB 
 
( R A B ) DAFTAR KEBUTUHAN BARANG/JASA 
 
PEKERJAAN  : ________________________________________  
DESA    : ________________________________________  
KECAMATAN : ________________________________________  
 
NO JENIS BARANG VOLUME SATUAN 
HARGA 
SATUAN 
(Rp) 
JUMLAH 
UANG 
(Rp) 
      
 
 
____________________,  Tgl ____________________  
                                               TPK DESA____________________ 
 
  
 
 ................................................................... 
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Lampiran 10 
Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 
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Lampiran 11 
Format SPP 
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Lampiran 12 
Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja 
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Lampiran 13 
Format Buku Kas Pembantu Kegiatan 
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Lampiran 14 
Format Laporan Kegiatan 
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Lampiran 15 
Format Buku Kas Umum 
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Lampiran 16 
Format Buku Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
169 
 
Lampiran 17 
Format Buku Kas Pembantu Pajak 
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Lampiran 18 
Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa 
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Lampiran 19 
Daftar Riwayat Hidup 
 
Daftar Riwayat Hidup 
 
Nama  :  Riska Apriliana 
Tempat, Tanggal Lahir :  Karanganyar, 27 April 1995 
Jenis Kelamin :  Perempuan 
Agama  :  Islam 
Alamat :  Griyan RT 03/02 Baturan, Colomadu, Karanganyar 
No. Hp :  081246998195 
Email : riskaapriliana386@yahoo.com 
IPK Terakhir :  3.46  
Riwayat Pendidikan :  TK Aisyah Karangasem 
  SD Negeri Karangasem 1 
  SMP Negeri 2 Surakarta 
  SMK Negeri 6 Surakarta 
  IAIN Surakarta 
 
